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Atmya 

M O T T O  

Dan hendakdah kamu mematuskan perkara di antara mereka 

er at apa yang diturunkan Allah, dan jag:anlah kamu 

mer uti hawa nats mereka Dan berhati-hati lah kamu 

terhadap mereka, spaya mereka tidak me malingkan kamu dan 

apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. 

(QS. AI -Maidah 49) 
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B.AB I 

PEND AHULUAN 

ls lam adalah Agara terakhir yang mempunyai syari'at (Hukum Islam 

perasalaha budup, antara lan adanya aturan tentang perkawinan Oleh 

karena itu perkawinan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia, bask 

car a ndvdu waup un kelosnpok 

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan jadi secara terhorat, sesuai dengan kedudukn, manusia sebagai 

makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tang.ea dibina dalam 

suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami istri. Ana.k ketur unan 

dari hiasil perkawnan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus 

merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berke hormatan 

Dala kehidupan bermasyarakat, kita sering mehihat adanya seorang 

laki-laki yang mepansyai istri lebih dari satu, atau lebih populer disebut 

dengan pohigami Poligami telah ada sejak beratus tahun yang lalu, hal ini 

perah dipahami dan dipraktekkan oleh Bangsa Arab tanpa adanya aturan 

yang jelas. Poligari versi sukn Arab ini hanya dilatar belakangi oleh gensi 

kesukuan dan menuruti nafsu belaka 

Anal Ahr Baryr,Hulm Perkrwin lam,Fe Hur 'J rsit Islar Indonesia, 

Yogyalert, 19687,ha 



Secara yuridis formil, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang­ 

undang No.I tahun 1974. Pengertian perkawinan dalam Undang-undang ini 

dimuat dalam pasal I yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bat hin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" 

Perkwan enrut Undang-udang No. tale 1974 pada dasarnya 

menganut atas asas monogami. Yakni bagi seorang laki-laki hanya 

diperbolehkcan mempunyai satu istri, derikian juga bag seorang istri. Akan 

tetapi dalam keadaan tertentu seorang suami istri bisa beristri lebih dari 

seorang, sebagaimana diterangkan dalarm pasal 4 ayat (I) dan (2) Undang­ 

undang No.I tahun 1974, 

aarans ala Atalalkan. Nanun demikian demi kemaslahatan keluarga, 

kebolehan beristri lebih dari seorang itu dibatasi secara ketat, dengan syarat 

tertentu yang tidak mudah dipenuhi oleh setiap orang, yaitu adanya sifat adil 

Jndang - undang Periarwinan di Indonesia, 1991,hal.6 

Depactemen Agaa RI, AI Quran dan Terjerahay, Jakarta, 1989,ha. IS. 



Artya : Dan jika kamu takut tidak akcan berbuat adil terhadap hak-hak 
perempuan yang yatim (bilarana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, dua, tiga, 

empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, 
maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu 
miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya."QS. An - Nisa.3 (Depag, 1989 115) 

Adanya kasus ijin poligami dengan alasan Suami hipersex yang masuk 

kepaniteraan Pengadilan Asama Blora pada tanggal 16 Juli 1999, dengan 

omor perkara 22/ Pt P/ 1999/ PA4. Bla dengan put usan ak hir ditolak. Penulis 

beberapa hal yang perlu dikedepankan. Misalnya, Pemohon yang bernama 

Muhammad Fathurabman Bin Muntakip dalam permohonannya telah 

mengungkapkan dalil-dalil atau alasa-alasan berpoligami, diantaranya 

I Antara Pemohon dan Termohon sudah saling mencintai dan tidak ada 

hubungan darah 

2. Pemohon takut berbuat zina jika tidak segera melangsungkan permikahan 

3. Pemohon merasa tidak cukup jika hanya dilayani oleh satu istri saja 

4. Termohon II (calon istri) siap untuk dimadu 

$ Terohon I (istri Pemohon) sudah memberikan ijin kepada pemohon 

walaupun secara lisan 

6. Pemohon sanggup mencukupi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya 

7 Pemohon sangsup berbuat adil 

Berpedoman pada masalah (kasus) tersebut, maka penulis tertanik 

untuk menuliskannya dalam Skripsi yang berjudul "Hiersex Sebagai Alasan 

Poligami Menurut Tinjauan Hukurn Islam dan Hukum Positif 

3 



B. Permasala lan 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

hendak penulis bahas dalam bab berikutnya adalah: 

I. Bagaimana proses pengajuan dan proses pemeriksaan ijin poligami 

dengan alasan suami hipersex di Pengadilan Agama Blora ? 

2.Pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Hakim dalam remutus 

perkara ijin poligami dengan alasan suami hipersex tersebut2 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 

.eputusan Pengadilan Agama Blora dalam kasus ijin Poligami dengan 

alasan suami hipersex ? 

€. Tujuan Penelitin 

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah 

I. Untuk mengetahi bagaimana proses pengajuan dan proses pemeriksaan 

perkara ljin Poligami di Pengadilan Agama Blea 

2. Utuk mengetahui pertinbangan hukum yang digunakan oleh Hakim 

hingga membuahkan suatu keputusan dalam memutus perkara ijin 

poligami dengan alasan suami hipersex 

3. Untuk mengetahui bagaimana putusan tersebut jika ditinjan dari Hukum 

Islam dan Hukum Positif 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini juga diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan, bagi 

pribadi manpun orang lain Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk 



lebih meningkatkan dan membentuk pola pikir yang kritis, sistematis, dan 

anaitis, serta bisa mengembangkan keterampilan dan kemampuan penelitian 

jika dibihat dari disiplin ilmu yang penulis peroleh dibangku kuliah Penulis 

juga berharap penelitian ini bisa menjadi setitik sumbangsih penulis dalam 

khazanah keilmuan yang nan luas. 

• Metode Penelitin 

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

normatif karena permasalahan yang ditehiti berkisar pada peraturan 

peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu hub ungan peraturan 

salu dengan lainnya serta kaitannya pada penerapan dalam praktek 

Misalnya: peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ijin 

poligami serta syarat-syarat ber poligami 

2 Lokasi Penelitran 

Lokasi penelitian dilakcukan di Bora dengan mengambil lokasj di 

Pengadilan Agama Blora 

3. Spesifikasi Penelitia 

Untuk mendekeati permasalahan penelitian, dilakeukean penelitian 

deskriptif. Menurut Hanitidijo Soemitro, penelitian yang demikian it 

adalah penelitian yang tidak haya relukiskan keadaan obyeknya saja, 

tetapi dengan tertentu diambil kesimpulan umum dan bahan-bahan 

mengenai obyekya." 

Roary Hartidj, SH Metodologi Penelitin Hulum Ghali Ldones, 1982,hl 1J 



4. Tehike Pengumpulan Data 

Penyusan dalam mengumpulkan data menggunakan dua sumber 
data yaitu 

a Suber Data Primer. 

Samber data primer dalam penelitian ini berupa observasi yaitu 

melakukan pengamat an langsung terhadap perkara ijin poligai yang 

telah terselesaikan oleh engadilan Agaa Blor 

b Sube r Data Sekude 

Sumber data ini diperoleh dengan car: 

Studi Kepustakaan, yaitu dengan menggunakan bukeu Literatur 

ebagai pedoman dalam pembuatan skripsi yang berhubun gan 

dengan pokok perrasalahan 

2. Studi Dokumen 

Studi doken diperoleh penulis dengan cara mencari arsip 

pengadilan agama Blora tentang putuan ijin pohigami 
3 Wawancara, yaitu 

Penulis bertanya langsung terhadap obyek yang hendak diteliti, 

dalam hal ini penulis mnengadakan wawancara langsung dengan 

para pihak yang terkait dengan masalah yang penulis tetit 

diantar anya adalal: 

Pihak yang mengajukan permohonan poligami yaitu pemohon 

(suami) 

2. Termohon I(istri pemohon) 

3. Tenohon II (calon istri) 

6 



4. Panitera yang menanguni masala tersebut 

Majlis Hakim yang menyidangkan perkara terse but. 

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan 
wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya 
langsung dengan responden, wawancara adalah merupakan bagian 
terpentag dari setiap survey, penulis akan kehilangan informasi 
yang haya bisa diperoleh dengan cara bertanya langsung pada 
responden, data semacam ii merupakan tulang punggung suatu 
penehitian survey." 

• SISTEMATIA PE MAHAS AN 

Sebelun penulis membahas lebih jauh, terlebih dahulu penulis akan 

menguraikan tentang sistematika pembaheasan skripsi ini. Dalam sistemetile 

pembahasan ins tiap-tiap bab terdiri dee beberapa sub bab, lengan maksud 

tuk me rpermudah pembahaszn dalam skripsi ini, supaya diperoleh hasil 

skripsi yang tersusun rapi dan terarah 

Sistematika pembahasan skripsi ii adalah sebagai berikaut 

BAB I PEND AHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

8 Perumusan Masalah • 

c Tujuan Penelitia 

D egunaan Penelitian 

E Metode Penelitfa 

F Sistematika Pebahas.an 

BAB I IINJAUAN PUSTAKA 

A Pengertian Hipersex 

B Pengertian Poligami 
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BAB I 

TINJAAN PUST AKA 

A. Pengertin Hipersex 

Dalam buku Dasar-dasar Hukum Islam, karangan HM Anwar 

dikatakan bahwa pengertian Hipersex adalah : orang yang mempunyai atau 

berats sex Ang8 

Dal sear ah perkawan unat manta duka bu t sepal 

berats tahun yang lalu hingsa sekarang ini, kita hanrya menjumpai ata 

mengenal 3 (tiga) cara perkawinan yang dijalankan, yaitu: 

a Monoganat ymitt seorang laki-laki yang beristeri hanrya seorang wanita 

saa 

b. Poligami yaitu . seorang laki-laki beristeri lebih dari satu wit 

c. Poliandri yait seorang wanta bersuami kan lebih dari seorang laki-laki 

B. Pengertin Poligami 

Sebagaimana dikatakan diatas, bahwa pohigami adalah perkawinan 

eorang laki-laki dengan wanita (beristeri) lebihi dari seorang, karena itu untuk 

memahai pengertian poligari akan penulis uraikan pengertian perkawinan 

secara nnct 

Kata kawin yang mendapatkan awala Per" den akhiran "an",dari 

segi bahasa kawin berarti Perodohan antara laki-laki dan perempuan yang 

menjadi suani isteri. 

9 



Adapun pengertan perkawinan me nurut terminologi menurut pendapat 

Syaikh Muhammad Sarbini dalam kitabnya Al - lqna mengatakan bahwa 

z' ,'NL3'e' 
.  .  ,  ,  

cf 
Artiya: Nikah menurut Syara' adalah suatu akad yang membawa kebolehan 

bersetubuh dengan menggunakan kata mikah atau Tazwij 

Di dalam undang-undang No.I tahun 1974 pasal (l) dikatakan bahrwa 

perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteni dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke T uhanan Yang Maha Esa 

Dani beberapa pengertian diatas baik menurut ahli Fi@ihr ataupun dalam 

undang-undang No. 1 Tahun 1974, dapat ditanik kesimpulan sebagai berikut: 

Perkawinan atau Nikah me nurut Ulama - ulama Fiqih cenderung hanya 

mengedepankan akibat hukum halalnya hubungan seksual, kurang 

menyentuh substansi dari perkawinan itu sendiri 

2. Perkawinan atau Nikeah dalam undang-undang No.I. Thrun 1974 

disamping akibat hukumnya yang dibahas, yakni kebolehan ber hub ungan 

seksual, juga lebih mengenai pada substansi dari tujuan perkawinan itu 

sendiri yat; terbentuknya keluarga yang bahagia 

Perkeataan Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua 

pokok kata yaitu kata Polu dan kata Gamein. Polu berarti banyak, sedangkan 

Gamein berarti. Kawin Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak, dala 

'Syakeh Muh.ad Sartin, Kitab Al lgpe (t),heal. 128 

10 



bahas Indonesia biasa disebut "Permaduan. Dala teori lmu Pengetahuan 

Hukum Poligami lazimnya dirumuskan sebagai : suatu sistem perkawinan 

antara seorang pria lebih dari seorang wanita 

C. PENGERTIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSIT I 

I. Pengertian Hukm Isla m 

Joseph Schacht, dala bukuya A Introduction To Islamic Law, 

mengatakan it is imposible to understand Islam Without understanding 

Islamic Law, yang maksudnya adalah mustahil memahami Islar tanpa 

memahami Hukum Islam Josep sendiri adalah seorang llmuwan Barat 

yang tertarik untuk mempelajari lslam lebih dalam 

Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai pengertian Hukurm slam, 

terlabih dulu akan penulis uraikan beberapa macam istilah yang 

berkembang dalam khasanah keislaman Indonesia, yang mana antara 

pengertian yang satu denan yang lainnya mempunyai perbedaan sekaligus 

terdapat persamaan. Diantara pengeran-pengertian yang terkadang 

mengkaburkan kita dalam memahami Hukum slam antara lain kata Fiqih 

slam, Syari'at Islar dan Hukum Islam itu sendiri. 

a Syari'at Islam 

Syariat dalam bahasa Arab berarti tempat air minum yang 

selalu menjadi terpat tujuan, baik tujuan manusia maupun binatang 

Syariah dalam pengertian iri kemudian berubah menjadi sumber air 

dalam arti sumber kehidupan yang dapat menjamin kehidupan 

Abdullah Kelib, Hulcur Islar tentang KelargaBerencna, Poligami Kebon Agog Jakarta 
1986, heal. 27 

H 



oanusia, baik di dunia manpun di akhirat. Syari'at dalam istilah 

Hukum Islar berarti • Hukum - hokum darn tata aturan yang 

disampaikan Allah kepada hamba-hambaNya 

Syari'at dalam literature Hukum [slam itu sendiri mempunyai 

higa pengertian, yaitu: 

I. Syari'ah dalam arti sumber hukum yang tidak dapat berubah 

sepanyang masa 

2 Syari'ah dalam pengertian Sumber Hukum slam, baik yang tidal 

berbah sepanjang masa maupun Sumber Hukum Islam yang dapat 
berubah 

• Syari'ah dalam pengertian hukum-hkum yang digahi (berdasarkan 

atas apa yang disebut Istimbaht) dari Al Quran dan As-Sunnah 

Berdasarkan pengertian terakhir atau pengertian ketiga diatas, 

Artya Syariah ialah hokum-hukum yang digariskan Allah, atau 
dasar hokum yang digariskan Allah agar manusia dapat 
mepedomaninva dalar hbunan-hbunarya dent 
Taau.ya, hoabusan de agan sesaarea saudaranya yang 

mavlimu, hubungan-hbungannya dengan alam dan 
hub ungan-hubungannya dalam ke hidupan 

JuhayaSPraga, Filsf at Hulm Islar dan Tata Hulen Indonesia, Bali Pust.aka, Jakarta, 1986 
Hal 10 

id, heal 10 
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b. Fiuih lslam 

Fioh dalam Bahasa Arab berarti faham, pengertian atau 

engetahuan Fiqh dalam pengertian in seperti yang tercantum dalam 

Surat At- Taub»at ayat: 87, yang berbunyi: 

2- 3 ~  +>, »; 
» +  

(  .  «,)) · ow 5xi x  

L  

Artinya Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak 
berperang ( yaitu anak-ana.k, wanita-wanita dan orang­ 
orang lemah) dan hati mereka telah dilenci mati, maka 
mereka tidak mengetahui (kebahagian beriman dan 
berijtihad) 

Fiqh dalam tradisi ahli-ahi Hukum Islam sama dengan istilah 

lhmu AI-Syari'ah (leu Syari'ah), yaitu pengetahuan tentang syari 'ah, 

pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukalaf secara 

terperinci berdasarkan dalid-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, 

dengan cara istimbat hal ahkam, yaitu penggahian, penjelasan dan 

penerapan hukum. Penggunaan istilah fioh itu sendiri pada awalnya 

mencakup hukum- hukum agama secara keselur uhan, baik hukum­ 

hokum yang berkenaan dengan keyakinan (aqidah) mapun yang 

berkenaan de ngan hukum-hukum praktis (amaliah) dan akhlak 

Bersamaan dengan perkembangan Islam ke berbagai belahan 

dunia, fioh dala peraturan perundang-undangan slam dan sister 

Hukum Islam didefinisikan sebagai berikut 



Artiya; Hukum-huukusn yang dibentuk berdasarkan syari'ah, yaitu 

hkume-hukum yang penggahiannya memerluka renungan yang 

mendalam, pemahaman atau pengetahuan dan ijtihad 

Rifyal Ka'bah, dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia 

me ngatakan bahwa, Hukurm Islam dala pengertian Syari'ah Islam 

pada dasarnya adalah : Berbagai ketentuan dari Allah menyangkut 

pengaluran hidup individu, keluarga, mas yarakat dan negara, 

keudian dikembangkan melalui cara berfikir sistematis yang disebut 

ijtihad [jtihad dalam hal ini menyangkut pemikiran hukaum yang 

berhubungan dengan masalah kegamaan secara khusus atan masalah 

hukum secara umam yang berhubungan dengan kepentingan rakyat 

dan mas yar akat luas 

¢. Hukum lslam 

Yang dimaksud dengan istilah Hukum Islam disini adalah 

Hukum yang diyakini memiliki keterkaitan de ngan sumber dan ajaran 

Islam, yatu Huku amahi berupa interaksi sesama mausia, selain 

jinayat atau pidana Isla Jadi tidak termasuk pengertian Hukum Islam 

disini adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ibadah 

murni atau mahdah. Ringkasnya adalah . Hukum perdata Islam tertentu 

yang menjadi Hukum Positif bagi umat lslam 

Bustanul Arifin engatakan bahwa Hukum Islam yang kita 

warisi sebenamya belum memihiki sistematika sebagaimana yang kita 

kenal dari Hukum Umum yang dikembangkan oleh Barat. Akan tetapi 



tidak berati Islam tidak memiliki Asas-asas hukum untuk semua 

bidang hukum yang kita kenal dalam ilmu hukum umum. Dalam 

hukum acara perdatapun Islam memiliki prinsip-pnnsip, kaidah-kaidah 

universal, yang juga ditemui dalam hukum umum, hanya saja kita 

harus melihat asas-asas dan kaidah-kaidahnya melalui berbagai topik 

pembicaraan Hukur Islam 

2. Pengertian lHukum Posit if 

Hukeum Positif adalah Suatu ketentuan atan aturan atau hulaur 

yang berlaku bagi suatu mas yarakat tertentu, dalam waktu tertentu dan 

dalam tempat atau Negara tertentu pula Pendek kata suatu aturan hukum 

yang berlaku bagi suatu negara tertentu dan dalam kurun waktu yang 

ditentukan pula 

Berkaitan dengan masalah yang penulis kaji, jadi yang dikehendak 

dan dimaksud dengan hukum positif disini adalah Hukum yang mengatur 

adanya perkawinan atau nikah serta akibat hukum yang berkaitan dengan 

hal tersebut, bagi Bangsa Indonesia baik yang muslim maupun yang non 

muslim. Bagi mat Islar tentunya Hukum Positif yang berlaku dalam heal 

ini adalah . Undang-undang No. I tahun 1974 tentang Perkawinan, serte 

atur an-atur an hokum lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut 



D. Syarat - syarat. T ujua dan R uk u Polia mi 

1.4,Meurut slr 

Dihalalkannya berpoligami me nurut Hukum [slam, bukcan berarti 

slam adalah agama yang menciptakan dan merpelopori poligari, tetai 

lsla teletakkaen dasr-das.r hukurnya, yakni memberi batasan 

batasan dalam berpoligari 

Adapun syarat-syarat berpoligami dalam lslam diantaranya adalah: 

a Jumlah wanita yang dikawini tidak boleh lebih dari 4 (erpat) orang, 

Artinya; .. . . .  maka kawinilah wawita-wanita lain yang karnu senangi, 

dua, figa, atau empat. 

b. Sagsup berbuat adil terhadap semua istrinya, kalau merang tidak 

dapat berbuat adil terhadap semua isteri, maka sebaiknya jangan 

memikah lagi 

Syarat utama dala berpoligami adalah harus berlaku adi 

terhadap para isteri dan anak-ana.k mereka, baik dalam urusan makan, 

tempat tinggal, pakaian bahkcan dalam mengajak berpergian salah satu 

isteri-isterinya 

Adil mempunyai dua pengertian Pertama adalah keadilan 

secara unur yang dapat dirasakcan berdasarkan akal pikiran. Kedua 

Md hal 11$ 
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adalah keadila berdasarkan ketetapan Ilahi, sesuatu yang ditetapkan 

oleh Allah sebagai hukum tidak berdasarkan keadilan 

Seseorang yang beristeni lebih dari satu orang tidak akan 

m g k i n  adil antars sesama isterinya dalam hal kecintaan, dengan 

pengertan membagi cinta secara sama, namun demikian dia dapat 

berlake adil dalam hal pembagian materi dan biaya hidup. 

rtinya Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita, 
ketauilah Allah memberi ftwa kepadamu tentang mereka, 
dan apa yang dibacakan kepadamu dalam AI-Qur'an (juga 
memfatwakcan) tentang para wanita yatim yang kamu tidake 
memberikan kepada merekca apa yang ditetapkan untuk 
mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang 
anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah 
menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatin 
secara adil, dan kebajikan apa yang kamu kerjakan, maka 
eesunggohnya Allah adalah Maha Mengetahuinya QS. AN 
Nis:127. 

'Rifyal Ka'bah, Hukeu lsla di lndones, Tarsi, Jakt, 1999,ha4 32 
Deartemen Agaa l, A Qur's dan Terjemahanya, Jakarta, 1989,hal 143 



d Wanita yang dikawini tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah 

maupun sesusuan. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa 

rtinya Diharamkan atas kau (mengawin) ibu-ibumu, ana.ke­ 
anakmu yang perempuan, saudart-sandaranu yang 
perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, 
saudara-saudara ibum yang perempuan, ana.k-ana.k 
perempuan dari saudara- saudar au yang laki-laki, anak­ 
anak perempuan dari sauadare-saudararu yang 
perempuan, ib-ibu yang menyusui kamu, saudarn 
perempuan sepersusuan, ib-ibu istrim (mertua) anak­ 
ana.k istrim yang dalain peme hibar aa n u  dari  istri yang 
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belumn camp ur 
dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak 
berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) 
istri-istri anak kandungm (menantu) dan menghimpun 
dalarm perkawinan dua perempuan yang bersandara, 
kecuahi yang telah terjadi pada masa lampau, 
sesungghnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha 
Penyayang QS An-Nisa:23." 

1.2. Menrut If uk um Positif 

Sebagaimana diterangkan dalam bab terdahulu, bahwa yang 

dimaksud de ngan Hukum Positif adalah : Suatu ketentuan atau aturan geu 

Md.al 120 
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Hukm yang berlake bagi suatu masyaraka terte ntu, dalam waktu tertentu 

dan dalar terpat ataa Negara tertentu pule 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahrwa syarat poligami 

menurut Hukum Positif adalah sama dengan syarat poligami dalarn 

perundan gan di Indonesia 

Menurut undang-undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan 

pada dasarnya me nganut asas monogami, artinya seorang pria hanya 

diperkenakan epuny eorang istri. Akan tetap dalam keadaan 

tertentu seorang pria diperkenankan beristri lebihi dari seorang, dengan 

syarat-syarat dan alas an-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan 

undang- undang No.I tahun 1974 

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa : Seorang sari 

yang nkan elakukan pohigami harus memenuhi syarat-syarat dan alasan­ 

alasan, sebagaimana yang te lah ditentukan dalam pasal 4 ayat () Undang­ 

undang No.I tahun 1974, yaitu 

I. lstri tidak me njalankan kewajibannrya sebagai istri 

2 lstri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan 

3. Itri tidak dapat melahirkan ke turunan 

Ketentuan dalam pasal 4 (2) Undang-undang No.I tahun 1974 

tersebut adalah sama, sebagimana diatur dalam pasal 4l huruf (a) 

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, pasal I0 ayat (2) Peraturan 

0gr kKansl, Fengntr Lrou Haleur dan Tat Hulk.um lndotesia, Bel Pust.aka, Jakarta 1986, 
hal. 61 
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Pemerintah No. 10 tahn 1983 dan pasal $7 ompilasi Hukum Islar 

(HI) 

Menurut penjelasan Peraturan Pererintah No. 10 tahun 19g 

dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan istri tidak dapat menjalankan 

kewaibannya sebagai istri adalah: 

Apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani yah 
atau rohaniyah sedeikian rupa, sehingga dia tidak dapat memenuhi 
kewapibannrya sebag ii, bask secara biologis manpun lainnya yang 
me nrut keterangan Dokter sukcar disembuhkan lagi. Demikian juga yang 
diaksnd dengan cacat baden atan penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan, adalahr apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit 
badan yang menyeluruh, yang menurut keterangan Dokter tidak mungkin 
me lahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya Io 
(sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan' 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami 

untuk melakukan poligami telah diatur dalam pasal S ayat (1) Undang­ 

wndang No.I tahan 1974, yaitu 

I. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. 

2. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak mereka 

3. Alanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhalap istri-istri dan 

anak-anak mereka (Zaenal Abidin Abu Bakar, 1993 124 

Ketentuan sebagaimana yang dirmuskan dalam pasal S ayat (I) 

Undang-undang No.I tahun 1974 tersebut, adalah sama sebagaimana 

diatur dalam pasal 58 ayat () dan pasal 55 ayat (2) Kompilasi Huku 

Islam (KHI). Sedangkan dalam pasal 55 ayat (2), bahwa suami harus 

anal Abidin Abu Bakar,Kuplan Peer.tureen Perun»deg -undngan di lndosesi, AI­ 
Hemah, Jakarta 192,heal. 393 
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mampu berlake adil terhalap istri-istri dan anak-anak mereka, adalah 

merupakan syarat utama bag seorang snami yang hendak berpoligami 

Persyaratan bagi seorang suami yang hendak berpoligami secara 

inci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, pasal 4] 

urufb, e du d, sebagai berikut 

b Ala atau tidak adanya persetujtan dari istri, baik persetujuan lisan 

mapun tertuis, apabila persetujuan itu mnerupakan persetujuan lisan, 

peretuyuan tu hear us diucapk.an didepan sdang Pengadilan 

e Ada atan tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hudup sehari-heani isteri-isteri dan ana.k-anak 

d Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 

stri-istri dan anak-ana.k mereka de ngan pernyataan atau janji dari suami 

yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu 

• Tujuan Poligami 

Nabi Muhammad Saw selalu memehihara kemaslahatan dalanm 

memilih setiap wanita yang akan dijadikan isterinya Nabi Muhammad 

ala berpoia iakt beroasud seperii yang dike hendaki oleh seorang 

raja Amr, dan heartawan yang hanya ingin bersenang-senang dengan 

wanta. Sebab kalau saja be liau benmaksud demikian niscaya be liau akan 

mnemnih wamita-wanita tercantik dan perawas, seperti yang pemah beliau 

sarank an kepada salah seorang sahabat yang mengawini seorang janda 
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Mengpa bukan (yang masih) perawan, (hingga) engkau bisa 
berain-main dengannya , d an  iapun bisa benan-man 
denganmu, dan i@pun bisa bersenang-senang denganmu. (Ii 

Bukhari Muslim) 

Jadi tujuan yang paling utama dari poligami adalah untuk 

menjadikcan atau membvuat hbungan antara laki-laki dan perempuan 
me njadi terhormat dan saling meridhoi dan memberi jalan yang paling 

sentosa pada sex sebagai naluri manusia, memelihara keturunan de ngan 
baik dan menghindarkan kaum wanita dan penindasan kaum laki-laki serta 

menmbulkan suasana yang tertib yang aman dalam kehidupan sosial 

3. Rukun Poligami 

Rukum poligami menrut penulis sara halnya dengan rukun 

perkawinan terdapat dalam pasal I4 Kompilasi Hukaurm Islam, rukaun 

perkawinan adalah sebagai berikut 

a calon suam 

b. calon stern 

c. wali mikah 

d dua orang saksi 
e [jab dan Kabul 

9yate Muhammad Rasyid Rdla, Tut'sir Al Mana,Dar Al-M aif, Belt (1)1al 4) 



E. Poligami Menurut Huk um Islam dan Luk um Positif. 

A. Poligami Menurut Huk um Ism 

slam sebagai Agama terakhir yang merupakan penyempurna bagi 

gama terdahulu, merpakan Agama yang bisa dilakukan dalam berbagai 

keadaan zaman (sepanjang masa). Terlepas dari kesempurnaan Isla t 

sendiri, didalamnya juga memuat aturan-aturan atau Hukm-hukum yang 

es»try halankan olehr peeluknya, bask yang mengatut hub ungun Sang 

eneipta de ngan Makhlukya atau sesaa makhluke itu sendiri. Di ant 

Hukm yang mengatur sesama makhluk adalah adanya Hukum 

Perkeawnan Isla 

Pada dasarnya Islam mengatur asas monogami dalarn perkawinan 

Akan tetapi dalam had-hal tertentu seorang suami boleh beristri lebih dari 

satu orang. Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia pun menganut asas 

mono gami. Sebagaimana dikatakan oleh K Wantjik Saleh dalam Bukunya 

Hukum Perkawinan di Indonesia, bahwa Mono gami menjadi salah atu 

asas perkawinan, tetapi suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang 

Yang menrut Hukum dan Agamanya mengijinkan seorang untuk beristri 

lebih dari satu.' 

Dari uraian diatas maka jelaslah bagi kita baik Hulm Perleawinan 

lslam maup nn Hukum Perkawinan di Indonesia, pada dasarnya menganut 

ass Mono gami". Poligani adalah merupakan pengecualian bagi merela 

yang cukup alasan untuk melaksanakannya 

g waitsk Saleh, Huleurn Perkin lndone-sis, Challis Jketa, 1976,h 22 
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Poligami me nurut Hukum Islam, baik teori mapun dalam prakteke, 

buknlah peraturan yang hars dijalankan, melainkan suatu jalan keluar 

Dikcarenakan poligami merpakan jalan keluar, poligami merupakan obat 

atan terapi bagi kebutuhuan dalam peradaban modern ini. Dalam suatu 

keadaan, bukan hanya kelebihan waita saja menyebabkan perlunya 

pohigami, seperti merebaknya pelacuran dan peradaban free sex dipenjuru 

dunia Hal inilah yang menyebabkan lahimnya anak-anak jadah, ini praktis 

tak dikena di Negara-ne gara yang mengizinkan Poligai.' 

Dalam masalah poligami, walapun dibolehkan dalam Islam, akan 

tetapi dengan syarat yang cukup berat. Dala heal kebolehan berpoligami 

para ularapun berbeda pendapat, misalnya Syekh Ahmad Abduh 

mengatakan bahwa berpoligami adalah mer upaka tindaka alternatif bagi 

orang yang memang sangat membutuhkan. Dalam Tafsir AL-Manar 

Artinya: Barang siapa yang berangan-angan dua ayat ini (ayat 3 dan ayat 
I29 Surat An-Nisa) maka dia akan mengerti bahrwa kebole han 
berbilangnya istri (poligami), dalam Islar merupakan suatu 
yang disempitkan dengan kesempitan yang sangat, yang seakan­ 
akan (berbilangnya istri) itu merupakan suatu keterpaksaan yang 
diperbolehkcan bagi orang-orang yang membutuhkannya, dengan 
syarat yang kuat Yaitu dengan menegakan keadilan dan tidak 
berbuat laeut' 

Adullah Sidi, Hulk urn Perkawinon Isle Titterness Jakarta, hal. 73 
yakh Muhammed Raryid idle, op cit. hal 349 
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Pendapat Syekh Muhammad Abduh tersebut didukung oteh 
pendapat Syekh Muhammad Rasyid Ridla. Beliau mengatakan bahwa 

pada dasamya perkawinan itu berasaskcan monogamy, yakni bagi seorang 
laki-lake heanya diperbolehlean mempunyai seorang istri. Derikian pula 
sebaliknya, akan tetapi dalarn keadaan tertentu asas monogamy bole 

dikesampingkan. Sebagaimana perkataan Rasyid Ridla sendiri dalam 
kitabnya Tafsir A!-Mazar, yang berbun" 

Artinya : Bahwa sesungguhnya yang asal bagi seorang laki-laki hanya 
mempunyar seorang wanita saja, dimana seorang suami untuk 
seorang istri sebagaimana seorang istri hanya untuk seorang 
suami, akan tetapi poligami dalam keadaan darurat itu 
diperbolehkan bagi suatu perkmpulan ketika berkecamuk 
perang seperti umat [slam. Maka poligami diperbolehkan karena 
darurat dan disyaratkan didalam poligami tersebut tidak adanya 
kelacutan dan penganiayaan 

A. Salabi, dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam 

berpendapat bahwa Agama Islam tidak membolehkan secara mutlak 

adanya poligami. Naman demikian dibolehkannya poligami itu de ngan 

syarat-syarat yang teramat berat, diantaranya adalah dapat berlaku adi 

[id, hal 34 
glebi, ejawah Kebuday an ls.la, 1992,hal 123 
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Adil merrut pendapatnya adalah , seorang suami yang hendak 

berpoligani mampu berlaku adil terhadap dirinya sendiri, anak-anak d 

istri-istrinrya. Dia juga mencontohkan bagaimana orang yang miskin lagi 

sakit ata berjiwa lemah mampu berbuat adil terhadap anak-anak dan istri­ 

striya. Jka dia b e po i ,  sauna a tya erg@iaya liri sendini 

w y a  tertsalap dirinya saga ia talk map berbuat adil, apalagi terhada 

orang yang menjadi tanggungannya Dalam kontek laki-laki yang tak 

dapat me didike dan mebelajari pendidikan bagi anak-ana.k merek 

sendiri jika ia tidak rampu membatasi nafu dan enyesuaikan selera 

hidupnya dengan kebutuhan anak-anaknya berarti ia juga tak mampu 

berbat a d +  

Maka jelaslahr bahrwa poligami adalah bukan merupakan kebolehan 

yang teramat mdah dalam Islar Adanya seorang yang ingin berpoligami 

tentunya hanus lolos dari pensyaratan yang sudah ditentukan Disamping 

dia merasa tidak cukup jika dilayani oleh seorang istri, juga harus mamp 

enanggang hidup mereka secara layak serta memperlakukan merelea 

secara adil. Adil dala masalah poligant, para Ulama juga berbeda 

pendapat diantara pendapat Ularea dalam masalah sifat adil yang harue 

diniliki oleh seorang uami yang hendak berpoligami adalah 

a Abu Bakr bin Araby berkata : Memang benar bahrwa adil dalam cinta 

diluar kesanggopan seseorang. Sebab adil hanya ada dalam genggaman 

Than yang membolak balikka sesuatu menurut kehendaknya Be git 

yoga dengan setubuh, terkadang ia gairah dengan istri satunya, tapi 

kurang sairah dengan istri lainnya, asalkan perbuatan ini tanpa unsur 

p4,heal 124 
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kesengajaan, maka ia tidak berdosa Karena hal seperti ini ada diluar 

kemampuannya 

rtya: Rasulullah selalu membagi giliran sesama istrinya de ngan 
adil. Dan Belia berdo'a : Ya Allah ini pembagianku yang 
dapat kukerjakcan. Karena itu janganlah Engkau mencelaku 
tentang apa yang Engkau kuasai sedang Aku tidak 
menguasainya. Kata Abu Dawud, yang dimaksud dengan 
"Engkau kuasai tetapi aku tidak menguasainya", adalah 

Hati" HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'I dan lbnu 
Majjah 

Dalam menanggapi Hadist diatas AI-Khatabi berpendapat bahwa 

diwajibkanrya bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih da 

seorang, untuk melakukan pembagian atas istri-istrinya. Akan tetapi 

hanya dimakruhkan jika seorang suami berat sebelah dalam masalah 

menggauli istrinya Dalam hal seorang suami lebih mencintai salah 

satu istri-istrinya itu diperbolehkan. Dengan alasan soal cinta itu heal 

Yang diluar ke mampuannya 

b. Menurut pendapat Muhammad Bin Sinrin setelah dia melakukan 

diskusi dengan baidah Bahwa kewajrban seorang suami untuk 

berbuat adid, tidak cuma dalam masalah giliran atas bagian istri­ 

strrya, akan tetapi juga masalah cinta Namun demikian hal it 

merupakan tantangan dari Allah bagi suami yang berpoligami 

"uyid sabig, Fgh Surah, Dar A-Kita«bi Al Abi Beirut ), ha. 111 



Sebagaimana Finan Allah dalam Surat An-Nisa ayat 129, yang 

Artinya Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantar 
istri-istr imu, wal apun kamu sangat ingin berbuat demikian, 
karena itu janganlah kanu terlalu cenderung (kepada yang 
kamu cintain), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung­ 
katung OS Au-Nis 159.8 

¢ Dalam pandangan Llama Hanfiyah, bahwa yang dimaksud dengan 

berbuat adil adalah dalarm masalah bermalam, pakaian, makanan dan 

pergaulan, tida.k dalarm masalah hubungan seksual Dengan de mikian 

Ulama Hanafiyah, dalam masalah keadlan yang harus dilaksank an 

oleh seorang suami adalah adil yang bersifat lahiriyah yang dapat 

dikerjakan oleh manusia bukan adi dalam had cinta dan kasih sayang. 

seperti berbnat adil dalam masalah pembagian mateni dan biaya 

hidu." 

Para Ulama juga berbeda pendapat mengenai maksud dari bilangan 

sti yang boleh diikah Naman de mikian para ahhi bahasa sepakat bahwa 
' � , . .  ,  

makssud dani( '5r,- >y- - )  adalah merupakcan kalimat 

hitungan, yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut. Jadi 

maksudnya adalah kawinilah perempuan yang kamu sukai, dua, tiga ata 

empat. 

perteroe Agra, A Quran dan TVerjerahoy, elk.rt, 1989, had 43 

"gtyal Kabah, Hokum slam di Indonesia, Yrsi, Jakarta, 1999,ha 32 



Setelah Islam datang, mempunyai istri lebih dari empat adal ah 

merupakan larangan. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw, kepada 

orang-orang yang masuk Islam, sementara ia me mpunyai sepuluh jstri 

Artinya: Sesungguhnya ketika Ghoilan bin saliman masuk Islam i% 

mempunyai I0 (sepuluh) istri, kemudian berkata Nab; 
Muhammad Saw, kepadanya pilihlah yang empat orang." 
(HR Abu Dawoud dean Tur mudi)y 

Ulama Syi'ah dan Ahlu dhohir berpendapat bahwa( ) wawu, 

dalam ayat tersebut renunjukkcan "AI-Jan "" yang beret 

enggabungkan, yakni digabungkan 2+3+4 9, Pendapat diatas disangkal 

oleh AI_Qurtubi. Dia me ngatakan bilangan yang ditunjuk dalam Surat A. 

Nisa yat 3 (tiga) tidak menunjukan diperbolehkanya kawin de ngan 

sembilan istri, sebagaimana fatwa yang jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunah 

dan menentang kesepakatan Ulama terdahulu dari umat ini, yang 

beranggapan bahwa( ) wawu dala ayat tersebut menunjuk "AI­ 
Jan'p? 

Dai beberap.a pendapat diatas dapat diambil kesirpulan, yat, 

Diperbolehkan me ngawii wanita-wanita yang disenangi 

2. Merbatasi jumlah istri yang dikawin hanya sampai empat 

3. Wajib mengawini (beristri) satu orang saja, jika dikhawatirkan akan 

berkhianat dan tidak marpu untuk berbuat adil jika berpoligami 

Auer%bra A-Jiri, Fi&h Ala MAdah±bah Ar bah Dae AFie,Beirut () HAL 12 
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Poligami merupakan jalan altermatif yang dibolehkan dalanm Islam, 

bukan merupakan kebolehan yang tanpa syarat. Poligami diperbolehkan 

jika memang keadaan darurat, atau jika tidak melakukan pohigami justn 

akan me nimbulkan kemafsadatan yang lebih besar. 
. . , , 

;NV?'s¢ 

Artiya Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik atau 
me ngambil kemaslahatan 

Jika me mang terpaksa seseorang harus berpohigami, maka wajiblah 

sbagai rahmat bagi semua al. Hal ii dilangsir dalam surat Al-Anbiya 

ayat to7 yang berbanyr 

f »v 
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Artinya Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan (menjadi) rahat 
bagi semesta alam QS. AI-Anbiya· 1017 

B. Poligami Menrut Huk um Positif 

Hukum Positif merpakan Hukum atau Aturan yang berlaku bag 

mas yarakat terte ntu, dalam waktu tertentu dan dalam tempat atau Negara 

tertentu pula. Dalam Hukum Positif kita tidak me nemuk an satu pasal pun 

yang dianj urkan. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang No.I 

tahun I974, disitu jelas sekahi bahwa, bentuk perkawinan yang dianjurkan 

adalah mono gami, yakni seorang suami hanya diperkenankan beristri satu 



Dalam masalah poligami disini, maka yang dimaksud dengan 

Hukum Positif diantaranya adalah Undang-undang No.I. tahun 1974. Di 

sana dikatakan bahwa poligami merupakan jalan alternatif, jadi bukan 

merupakan anjuran apalagi menjadi tujuan Pasal 3 ayat (I) Undang­ 

undnag tersebut menyebutkan, bahwa 

Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri 
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan" 

Dari uraian pasal diatas maka jelaslah bahwa pohigami mer upakan 

suatn, bentuk perkawinan yang dibolehkan bukan merpakan anjuran. Jika 

memang poligami hamus terjadi tentunya harus berdasarkan kesepakatan 

pihake-pihak yag bersangkutan, yaitu suani istr bahkan anak-anak mereka 

JI 

• 



BAB II 

HASIL PENELITLAN DAN PE MBA HASAN 

A. Husil Penelitin 

• Proses Pengajan dan Pemeriksaan Ijin Poligansi dengan Alas 

Sumi Hipersex di Pengadiln Agama Blora 

Sebelum Penulis uraikan lebih jauh mengenai proses pengajuan ijin 

poligami dengan alasan suami hiper sex di Pengadilan Agama Blora 

terlebih dahulu penulis akan mengsambarkan mengenai Pengadilan 

Agama Blora dan apa yang menjadi kewenangannya. Pengadilan A gama 

Blora adalah merupakan salah satu lembaga pelaksnana kekuasaan 

kehakian yang bertempat di wilayah kabupaten Blora Kabupaten Blora 

merupakan wilayah kabupaten paling timur dari propinsi Jawa Tengah 

Tepatnya terletak di Jalan Taman Makam Pablawan No. 02 Blora 

Pengadilan Agama Blora merpunyai kewenangan (kopetensi), 

sebagaimana Pengadilan Agaa yang lain. Hal itu tertuang dalam pasal 50 

Undang-undang No.7 tahun 1989, ayat (), yang berbunyi: 

(I)Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkar-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang: 

a Perkawinan 

b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum 

slam, 

e. Wakaf dan shadaqah 



Sebagaimana Pengadilan-pengadilan Agama pada tempo dulu, 

Pengadian Agama Blora dulunya merupalan Pengadilan Serambi Majid 

Dikatakan Pengadilan Serambi Masjid, karena dalam melaksanakan 

aki fitasnya dilakcukan di Masjid Agung Blora, baik dari segi Administrasi 

Kesekretar iatan maupun Kepaniteraan. Sejak tahun 198S Pengadilan 

Agama Blora menempati Gedung yang terletake di JI. Tm Pahlawan No. 

02Blora sampai sekarang Dasar hukum terbentuknya Pengadilan Agama 

Blora, mengac pada Peraturan Per undang- andangan mengenai 

pembentukan Pengadi lan Agama di Jawa dan Madura, yaitu me lalui Stbl 

1882 N6. 152 

Lembaga Peradilan pada masa Kolonial merupakan bagian aruan 

keagaraan Pemerintah, jadi merpalan sub bagian dari tata Pemerintah 

Koloniul Pejabat yang mengurusinya disebut Penghulu Tugasnya antarn 

lain mengurus dan menyelenggarak.an ran-ran egamaan le lam di 

kalangan masyar akat yang beragama Islam 

Seiring dengan bergulirya waltu, Pengadilan Agama Blora 

snpa saat penelitian in dilakukan, telah menihiki Kantor sendiri, kantor 

tersebut dibangun berdasarkan atas Proyek pembangunan saran 

ke hidupan beragaa di Jawa Tengah tahun Anggara 1978/ 1979, diatas 

tanah 200 M adapun luas bangnan 170 M2, dengan ijin bangunan No 

0 3 4 i i i .  78 tasaid uni 176 an woor serttikcat 107 tang.gal I 

Pebmani 1978, yang terdiri dani beberapa mangan . Satu rang Ketua dan 

Wakil Ketua, sat u rang Sidang, satu ruang Hakim, satu ruang Panitera 

dan dua rang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Disayangkan me mang, 



Penadilaan Agaa Blora yang notabene uerupakan neo Pengadilan 

Serambi Masjid, dan sudah mempunyai Mus hola yang me madai 

Dala melaksanakan tugs dan fungsinya Pengadilan Agama 

Blors telah meiliki beberapa Hakim termasuk yang meranglap sebagar 

Ketua dan Wakil Ketua, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru 

Sita enggunti Dibidang Kesekretar iatan juga sudah me miliki seperangkat 

DM yang memadai, diantaranya adalah : Sekretaris, Wakil Sekretaris, 

Kepala Urusan Kepegwaian, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan 

Lmu serta beberapa staf, bask dalam Kesek@retariatan mnaup un 

epanteraan 

- 
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Pengadilan Agaa Blora menpakan Pengadilan Agama yang 

mas uk dalam klasifikasi kelas I B. Adapun jumlah perkara yang diterima 

dan diproses pertahunnya rata-rata mencapai L. 000  (eribu) perkara Dari 

jumlah tersebut yang menduduki peringkat teratas adalah masalah talak 

dan cerai, sedangkan selebihnya adalah masalah istibat mikah, ijin, 

poligami, dispensasi mikah, wadi adhol dan masalah waris 

Keluaya dang-undang No.7 tahun 1989, tentang Peradila 

Agaa memberi nuansa bar bagi Peradilan Agama itn sendiri. Sejak 

itulah keberadaan Pengadilan Agama memiliki jati diri yang jelas dan 

adanya kemandirian sebagaimana Peradilan yang lain, yang ad% ; 

Indonesia. Jika kita tengok kebelakang Pengadilan Agama yang dalam 

ejrah panjangnya yang bermula Peradilan serambi Masjid, sekarang 

sudah mer npakan lembaga yudikatif yang memiliki kopetensi yang jelas 

dapun peraturan-peraturan yang digunakan pada Peradilan 

Agama Blora dalam me njalankan fungsinya sebagai lembaga yudikatif 

adalah, Hkum Acara Perdata dala lingkungan Peradilan Umum dan 

beberapa aturan yang telah diatur secara khsus dalam undang-ndang 

No.7 tahun 1989. Hal tersebut sebagaimana yang ditulis dalam buku 

Himpunan Praktis tehnis yustisial Peradilan Agama 

Sumber-sumber Huk:um Acara yang digunakan di Peradilan 

Asama Blora adalah: 

/ndang-ndang No.I. Drt tahn 1951 pasal S ayat (1) 



2. HIR (Het Herziene indaonesich Reglement) atau RIB. (Reglemen 

Indonesia yang diperbaharui) Stb. Thu 1848 No.16, Stb tahun 1941 

No.44, untuk Jawa dan Madura 

3 Rbg (Rechsreglement Buitengewesten) atau Reglemen daerah 

eberang, Stb tahun 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura 

4. R(Reglement op de Burgerlijk rechtvoordering), Stb tabun 1887 No 

52 Stb tabun 1849 N0. 63 

5. RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatier in het beleid er 

Jstitie in Indonesia atau Reglement tentang organisasi Kehakiman), 

Sib tahun 1847 N.23 

6. BW(Burgerlijk Wetbook) Bula IV. WK(Wetbook Van Kophendel), 

lukum dagang dan peraturan kepaihitan 

7. Uudang-dang No. 14 tahun 1970 

8 Ywisprdensiu 

9.Undang-undang No.14 tahuun 1985 tentang Mahkcaurah Agung 

Io0. Doktrin 

I. Surat Edaran Mahkcarah Agang (SEMA) dan lntruksi Mahkarah 

Agung 

l2. Undang-undang No.7 1989 tentang Peradilan Agama 

13. Peraturan emerintah No.9 tahun 1975 

4. Korpilasi Hukum slam (KHI) 

IS. Dalil-dalil Syari 'ah 

l6. Peratran Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang Perwakilan Tanah 

Milik 



17. Peraturan Mentri Agama No. 2 tahun 1987 tentang Wali Adhol 

18. Udang-undang No.13 tahan 1985 tentang biaya materai' 

Dalam pasal 2 ndang-undang No.7 tahun 1989, menyatakan 

bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

Kehakiran bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai 

perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Di dala 

pasal 4 ayat (I), ueme gaskan bahrwa. Pengadilan Agama berkedudukan di 

.ota Madya atau lbu Kota abpaten, dala penjelasan pasal diatas, 

dikatakean bahwa tidake tertutup kemungkinan adanya pengecualien 

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa, tiap-tiap Pengadilan 

Agama mempunyai wilayah heku tertentu atau dikatakan mempunyai 

"Yurisdiksi Relatif tertentu". Demikian juga dengan Peradilan Agan 

Blora, yang yurisdiksi relatifiya meliputi seluruhr wilayah Kabupaten 

epunya Yurisdiksi Absolut. Hal ini diafur dalam pasal 49 undang­ 

undang No.7 Than 1989, yang berbunyi: 

I. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

meuyelesailean perkcaraperkara ditingkat pertaa antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang 

a Perkawan 

b. Kewarisa, wasiat, dan hibah yang dilakkan berdasarkan Hukum 

asyran Yusuf, rosedur Berscar Pengedilan Agar Blore. PTA Serarang, 2000. HAl 2 3  
aihen Aasyd, Hum AeaaPeradilaen Agaa, Grafdo Persad Jakarta, 1995. Hal 242 



e. Wakaf dan shadaqal 

2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) huruf 

a ialah heal-heal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang 

J 

me ngenai perkawinan yang berlaku 

Bidang kewarisen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

ialah, penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan 

I huruf b 

mengenai harta peninggalan, penentuan bagran nasing-masing ahli 
waris, dan me laksanakan pembagian harta peminggalan tersebut 

Bidang perkawinan yang ditangani Peradilan Agama, sebagaimana 

diatur dala undang-undang No.I tahun 1974, diantaranya adalah : Izin 

beristri lebih dari satu orang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang 

yang belum berusia lI tahun, dalam hal orang tua at wadi atau ke luarga 

dalam saris lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan 
perkwinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 

pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suamiatau istri 

perceraan kare na talak, dan gugatan perceraian." 

2. Pertimbangan Huk an yang Dig unak.an Oleh IHAkin dalam 

Memutus Perkra ljin Poligarai dengan Ahsan Suami Hipersex. 

Ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan hukum Majlis 
Hakim dala memutus perkara No. 22/ PtP/ 1999 PA 

Bla, tentang ijin 
Pohgam dengan alasan suami hipersex. Agar pent« Permtangar-pertimbangan 



hokum Majelis Hakim mudah dipahami, selengkapnya akan penulis 

araikannya sebagai berikut 

I) Maksud dan tujuan pemohon, yaitu ; Pemohon hendak meminta 

kepada Ketua Pengadilan Agama Blora untuk, memanggil tenohon I 

(istrni pemohon), termohon II (calon istri), memeniksa dan mengadili 

serta me njatuhkan putusannya 

PRIMA IR 

Mengabulkan perohonan pemo hon 

2 Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk 

melangsungkan permikahan dengan seorang perempuan yang 

bemama Nuriyatun Binti Ahmad Kasrin 

3 Menetapkan biaya menurut perundang- undangan yang berlaku 

SUBSID AIR 

Mo hon putusan yang seadil-adilnya 

2) Untuk dapat dikabulkan suatu permohonan poligami, maka harus 

terpenuhi peryaratan-persyaratannya, baik pensyaratan alternatif 

mapun komulatif, seagamana diatur dalam pasal 4 dan S Undang­ 

undang No.I tahun 1974 

) Berdasarkean keteranga Pemohon dan Termohon I, erta beberapa 

bukti yang dajukan oleh Pemohon, merunjukkan bahrwa permohonan 

pemo hon tidak tuemenuli persyaratan korulatif 

4) Ketentuan persyaratan alternatif, sebagaimana diatur dalam pasal 4 

ayat 2 Undang-undang No.I tahun 1974 Jo Pasal 4l huruf (c) 

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 197S dan pasal S8 ayat (I) huruf (b) 

I 

I 

I 

I 



Kompilasi Hukum lslar Berdasrkan bukti-bukti yang ada dan 

keteragan termo hon I, termyata terpo hon I tidak caeat baden serta 

masih mampu menjalankan kewajbannya sebagai istri, nan 

demilian pemohon merasa tidak puas dan eukup jika dilayani oleh sat 

orang istri. Tero hon I juga sudah mempunyai beberapa orang anal 

hasil perkawinan de ngan pemohon 

Menimbang bahwa Majlis Hakim perlu mempertegas petunjuk Allah 

$WT dala surat An-Nisa ayat, yang berbunyit 

. . . .  

rtinya Maka jika kama tidak dapat berlaku ail, maka kawinilah 

seorang saj (QS. An-Nis: 3) 

S) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan 

jin poligami yang dilakeukan oleh sandar Muhamad Fathunrahman 

Bin Munt.kip, dinyatakan tidak memenuhi syart-syarat yang harus 

dipenuhi Baik berupa syarat alteratif maupun syarat komulatif Oleh 

karena tu permohonan dinyatakn ditolak 

J. Tijun Hulm Islam dan IHuk um Peitf terhadp Put an 

Als Suri Hip«rsex. 

a Tinjaura Hukum slam T'erheadap Putusan Pengadilan Agama Blora 

tentang Ijin Poligami dengan Alasan Suami Hipersex 

peatemen Agna RI, A Qur'a d Terjemabnny, Jal.rte 1989,hal 115 



Sebagirana penulis telah uraiakan dalam bab-bab 

terdabl, tentang proses pemeniksaan perkaranya, disini penulis 

akan me nganahsanya jika putsan tadi ditinjau dari segi Hukum 

slam. Majlis Hakim dalam memeriksa ijin poligami ini telab 

berusaha pihak-pihak yang berkara secara adil. Hal ini terbukti 

den gan dihadirkannya Pemobon, Termohon I dan Termohon II, 

kesepatan yang sauna untuk memberikan keterangan ata 

me ngajukan bukti-bukti sebagai argumen yang bisa memperkuat 

masing-masing pihake di Persdangan 

Dalam perspektif Islam, tindakan Maj/is Hakim sudah 

epat Hal ini bisa dihihat dani Hadist Ali Bin Abu Tholib RA yang 

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawad dan At Tur mudzi, yang 

Artinya Dari Ali RA, Rosululoh SAW bersabda : Apabila dua 
orang meminta penyelesaian hukum epadamu, 
Janganlah engka memutuskan yang pertama sebelum 
engkau mendengar perkataan pihak yang lainnya 
Dengan demikian engkau akan mnztahi bagaiman 
mevat-a pt uan t had, Abra Lawud dan At­ 

Tuerudzi" 
Sayid Sabiq dalam bukunya Fial Sunnah juga berpendapat 

bahwa Majlis Hakn harus tidak membeda-bedakan para pihak 

- 



yang berperkara dala persidangan, sebagaimana dikatakannya, 

rtinya Hakim diwabkan untuk mempersamakan para pihake 
dala lima hal, yaitu dalarm hal mempersamakan masuk 
duduk diledapanrya, enghalap keduanrya, ue nde gar 
keterangannya dan memutns perkara terhadap 
keduanya 

Jilea kita cermati jalannrya persidangan kasus ini, majlis 

fakm juga sudah berusaha untuk mendaaikcan kedua belah 

pihak. Terutama kepada pemohon, Majlis Hakim mnenganjurkan 

ntuk mengurungkn miatnya berpoligami, akan tetapi usaha itu 

tidak berhasil. Hal tersebut sudah sejalan dengan penjelasan yang 

terdapat du lam Surat AI-Hujarat ayat I0, yang berbunyi: , , 
o · ! 5 ' , k s _ '  t e s t ' i i i  i; ' M i  

" l b ' '  l  
(  ,  . , ,  ,f  ,'('(,; 

r5,) · "r 
rtinya · Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, 

karena itu damaikanlah antara kedua saudaramnu dan 
bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapatkan 
rahunat. QS. AI-Hujarat 10.° 

Dalam pemeriksaan perkara perdata ini Hakim harus 

bersifit pasif. Narun demikian bukan berarti dia harus terikat 

dengan kebenaran formal saja, kejeian dan ketelitian serta 

keyakinannya akan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu 

produk hokum. Dalam pemeriksaan ijin poligami ini majlis Hakim 

id, heal 40.3 

spit, Departemen Asama RI, hal 846 



---------- 

kurang begitu jeli dengan kondisi yang ada Walanpun secara 

formil posisi pemohon sangat lemah Hal imi terbukti pemohon 
tidak me yakinkan bukti-bukti yang kongkrit, yang mendukung 
terkabulnya suatu permohonan poligami Pada kenyataanya antara 
pemohon dan termohon II (calon istri), pada saat penmohonan ini 
diajukan ternyata sudah hidup layakaya suami istri (dengan nileah 

sinri). Penolakan Majlis Hakim terhadap permohonan ini, jika 

ditinjau dari Hukear Islam kurang arif dan kurang tepat. Karena hal 

Artinya: Akau diperintahkan untuk menghukui sesuatu dari luamnya 
(lahiriyah), dan Allah menguasai atas rahasia-rahasia 
HR AI-Bukho 

Dalam persidangan ini bask pemohon, termohon I dan 

termohon I, sudah sama-sama dimintai keterangan. Walaupun 

pemyataan pemohon dibantah (disangkal) oleh termohon I, yaitu 

tasalah ketidakarnpuan termohon I melayani suami. Akan tetapi 

pada akhimya termohon I rela jika ia diradu. Dalam heal ini majlis 

Hakim meminta kepada pemohon untuk mengajukan bukti-bukti 

sudahlah tepat, karena hal ini sesuai dengan Hadist Nabi yang 

diriwayatkan ole h Bai haqi dan At-Termudzi yang berbunyi 



rtinya: Bukti itu wajib bagi penggugat (pemohon) dan sumpah 

bagi yang ingkar HR. AI-Baihi dan At-Turmudi (Said Sabi0, tt 

448) 

b. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Putuson Pengadilan A gama Blot 
dalam Kasus ljin Poligani de ngan Alasan Suami Hipersex. 

Dalam pasal 2 ayat (I) Unlang-undang No.14 tau 1970 

letang pokok pokok kekuasan Keheaknan, ewyatakan bahrwa 

pada pokokya badan-badan Peradilan hnya berwenang menerima, 

memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang bersifat 

sengketa. Sedangkan perkara permohonan (Voluntair) bukan 
enjadi wewenang bad-baden Peradilan Namun de mikian aura 

tersebut bukcan menpakan harga mati, de ngan kata lain ada 

beberapa pengecualian sebagaimana diatur dala undang-undang 

Diantaranya adaah 

Masalah dispensasi kawin, atau dispensasi ntuk kawin (pasal 7 
ayat 2 Undang-undang No.I tahun 1974) 

2. lain kawin, yaitu permohonan ijin untuk kawin bagi calon 

mempelai yang belum mencapai umur 2I tahun. (Pasal 6 ayat S 

dang-undang No.I tahun 1974 Jo Pasal IS ayat 2 KHI 

3. Penetapan wali Hakim karena adhol (Pasal 23 ayat I dan2 KHT 
Jo Peraturan Menag RI No.2 tahun 1987) 

4. Izin beristi lebih dani seorang. Dimana pasal 4 dan S ndang­ 

undang No.I tahun 1974 Jo. Pasal 55 s/d 59 HI, yang 

menyatakan bahrwa bilamana Pengadilan Agama memberi ijin 



kepada suami untuk beristri lebih dari seorang, sedang istri tidake 

memberikan persetujuan maka dalam hal ini, perkaranya mask 

dalam golongan perkara contensius atau ada sengketa' 

B. Perhahasan 

Mengenai proses pengajuan ijin poligami di Pengadilan Agama 

Blora, yaitu perkara yang diajukan oleh Muhammad Fathunrahnan Bin 

Muntakip dengaan kuasa hukumnya saudara Sueipto, SH, dengan nomor 

perkara 22/ PdtP/ 1999/ PA. Bla, adalah sebagai berikut 

a. Pemohon dalam heal ini kuasa hukunnya yaitu saudara Sucipto, SH, 

setelah membuat surat permohonan ijin poligami atas nama 

Fathurahran Bin Muntakip, menghadap meja pertama untuk 

mnenyerahkan surat kuasa khusus dan surat permohonan tersebut. Maka 

secara otomatis petugas meja pertana akan menaksir biaya perkara 

Yang akan dibayarkan. Setelah biaya perkara sudah ditaksir, petugas 

meja pertama akan membuat (SKUM) Surat Kasa Untuk Membayar 

angkap tiga kepada calon pemohon atau kuasany 

b. Langkah selanjutnya adalah pemohon atau kuasanya menghadap ke 

Kasir untuk membayar Pajar Biaya Perkeaera (PBP) berdasake 

(SEK,UM). Petugas kasir akan membukukan penerimaan uang panjar 

tersebut ke dalam jural penerimaan uang dan mengembahikan asli 

serta tindasan (SKUM) tersebut kepada pihak calon pemohon atau 

kuasaya, setelah dibubuhi tanda lunas 

Mkeeah AgungI Pola Bi'lAnin, Jakarta 1992,1al 216.217 



c. Pemohon atau kuasanya menghadap meja kedua untuk menyerah.kan 

surat permohonan ijin poligami tersebut setelah ditanda tangani oleh 

bemohro aa kaesavat. uaa ia i i  sur al p e o  hronan db uat 

rangkap sebanyak jumlah termohon ditambah sekurang-kurangnya 

rangkap empat untuk Majelis Hakim Di meja dua ini pemohon juga 

enyerahkan tindasan (SUM), maka petugas meja dua akan 

me ndattar atau mencatat surat permohonan ijin poligami tersebut ke 

dala register, serta member nomor register pada surat per mohonan 

ijin poligami tersebut (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sukarno 

SH, Panitera Pengadilan Agama Blora) 

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa proses pengajuan ijin 

poligami di Pengadilan Agama, dikatakan sudag terdaftar apabila calon 

pemohon atan kuasanya sudah membayar panjar biaya perkara dan 

mendapatkan nomor perkara, sesuai dengan apa yang ditulis oleh petugas 

meja kedna dalam register 

Perkara ijin polisgami ii diajukan pada tanggal 16 Juni 1999, olel 

Mnhamad Fathrahman bin Muntakip, umur 36 tahun, agama Islam, 

pekerjaan swasta, tempat tinggal RT. 03 RW III, Kelurahan Karang Jati 

Kecamatan EKota Blora, Kabupaten Blora Dalarn hal ini saudara 

Muhammad Fathurahuman Bin Muntakip mnenguasakan perkaranya kepada 

saudara Sucipto, SH, Pengacara Prakcteke, berte pat tinggal di JI. Gunandar 

No. 19 Blora, dengan kuasa khusus No. 025/ adm, PP/ VIL/ 1999 

tertanggal I5 Juli 1999, yang selanjutnya disebut sebagai kuasa pemohon 

Sedangkan pihak termohon I (stri Pemohon) bernama Nyami alias Nurul 



Jamil Binti Suro Sar min, umur 34 tahun, bertempat tinggal di RT. 3 RW 

f Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Bl6 

Pemohon melalui kuasanya hendak melakaukan poligami dengan saudara 

Nuriyatun Binti Ahnad Kasrin, uur 19 tahun, agama lslam, pekerjaan 

Tani bertempat tinggal di Desa Lajo Kidul, Keamatan Singgahan, 

.abupaten Tuba, selanjutnya disebut sebagai termohon I (Calon lstri) 

Pekara penohonan ijin poligani tersebut terdaftar Ai 

Kepauteraan Pengadilan Agaa Blora dengan Nomor Perkeara 22/ Pt P/ 

1999.P4 Bla Dalam permohonan tersebut, pemohon melalui kuasanya 

memo hon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora untuk memeriksa serta 

mengadihi dengan menjatuhkan putusan sebagai berikat 

Mengabulkan permohonan pemo hon 

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan pernikahan lagi 

(pohigami) dengan seorang perempuan yang bemama Nuriyatun Binti 

Ahmad Kasrin (termohon II) 

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlakau 

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Blora menunjuk Majlis 

Hakim yang terdiri dari : Drs. Fazin, SH, sebagai Hakim Ketua, Dr. A 

Noorcholis dan Shofwan, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota 

dan anitera Pengganti saudara Riyanto, SH 

Dalam persidangan Majlis Hakim telah berusaha ntuk memberi 

nasehat kepad pemohon melaluj kuasanya agar me mpertimban gkan 

kembali permohonannya itu. Akan tetapi pemo hon tetap pada 



pendiriannya untuk memikah lagi (berpoligam) dengan termohon II, yaitu 

saudar a Nriyatun Binti Ahmad Kasrin, de ngan alasan yang disampaikan 

pemohon melalui kuasanya, bahwa dia tidak merasa cukup jika dilayani 

oleh satu istri. Dia merasakan dirinva mempunyai nafiu seksual yang 

sangat tinggi (hipersex). 

Disamnping alasan diatas, pemohon juga menyampaikan beberapa 

syarat-syrat permohonannya yang disampaikan oleh pemohon didepan 

persidangan berupa 

a Pernyataan bersedia dinalu dari terohon [I 

b. Peryataan bahrwa pemohon bersedia dan sanggup untuk memberi 

natkah dalam kehidupan sehari-hari terhadap termohon I dan anak­ 

anakaya 

e. Pemohon bersedia dan sanggup berlaku adil terheadap termohon I 

d Surat keterangan antara Pero.hon dan termohon IH tidak ada hubungan 

keluar ga atau fanili atanpun pertalian darah 

e. Kutipan akta ikah antara pemohon dengan termohon I No. 10/ 428/ 

X1I/ 1983. 

Adapun alasan yang diajukan pemohon yakni, merasa tidak cukup 

jika dilayani oleh satu orang istri, karena dia merasa berafsu sek tinggi 

(hipersex), ternyata disangkal oleh terrohon I (istri pemohon), namun 

demikian termohon I, erasa tidak berkeberatan seandainya dimadu 

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan syaa kutip berita acara 

persdangannya 



pendiriannya untuk menikah lagi (berpoligam) dengan termohon LI, yaitu 

sandara Nuriyatun Binti Ahmad Kasrin, dengan alasan yang disampaikan 

pemohon melalui kuasanya, bahwa dia tidak merasa cukup jika dilayani 

oleh satu istri. Dia merasakan dirinva mempunyai nafsu seksual yang 

sangat tinggi (hipersex). 

Disamping alasan diatas, pemohon juga menyampaikan beberapa 

syarat-syrat permohonannya yang disampaikan oleh pemohon didepan 

persidangan berupa 

a Pernyataan bersedia dimadu dari temohon II 

b. Peryataan bahwa pemohon bersedia dan sangsup untuk memberi 

natkah dalam kehidupan sehari-hari terhadap termohon I dan anak­ 

anaknya 

c. Pemohon bersedia dan sanggup berlakn adil terhadap termohon I 

d. Surat keterangan antara Peraohon dan termo hon II tidak ada hubungan 

keluar ga atau famili ataupun pertalian darah 

e. Kutipan akta nikah antara pemohon dengan termohon I No. 10/ 428/ 

X1/ 1983 

Adapun alasan yang diajukan pemohon yakni, merasa tidak cukup 

jika dilayani oleh satu orang istri, karena dia merasa berafsu sek tinggi 

(hipersex), temyata disangkal oleh termobon I (istri pemohon), namun 

demikian termohon I, merasa tidak berkeberatan seandainya dimadu 

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan syaa kutip berita acara 

persidangannya 



Kepada Pemo hon 

Apa yang melatar belakangi sandara ingin kawin lagi? 

Pertama, saya mempunyai nafsu sex yang tinggi dan merasa tidak cukup 

(pas) pika dilayani oleh satu orang istri, disamping itu saya sudah nikah 

sir dan lama tinggal dengan calon istri. 

Apakah istri saudara tah bahwa sandara sudah tinggal bersama calon istri 

yang ban ? 

laht tad 

Bagaimana sikap istri sandara? 

Tidek ada masalah 

Alasan apa sandara he ndak kawin dengan Nuriyatun ? 

'arena suka saa suka 

Keterangan pemohon diatas temnyata disangkal oleh termohon I, untuk 

lebih jelasnya dibawah ini akan penulis kutip berita acara persidangan 

terse but 

Kepada istri Pemohon (termohon I 

pakah saudara sudah tidak mampu melayani kewajiban sebagai seorang 

istni? 

Saya masih mampu melayani suami 

hika sadara me lakukan hubungan siapakah yang terlebih dahulu merasa 

cepat lelah 

Sama-sama, akan tetapi pemohon lebih banyak (cepat le]ah) 



Setelah pemohon dan termohon I disintai keterangan, termohon IL 

(calon istri), berikut kutipan berita acaranya 

epad calo istritTermo hon I 

Sejyak kapan saudara kenal dengan Pemoho ? 

Kenal pada saat ziarah ke Makar Mbah Jaber, tepatnya pada tanggal 28 
dul Adha 1420 H 

pakah saudarn sudah kenal dengan istri periohon ? 

Kenal, barn lebih kurang tiga bulan yang lalu 

Apakah sebelurnya sandara sudah tahu bahewa pemo hon sudah pun it; 

? 

e o o  cw git sebagar jeaka, selngga saya bersedia dikawin, de 

sudah dilakukan kawin siri di ota Lase (dirmah Pak De Mang), 

yang «diheadiri oleh orang ta saya, tepatnya pada tanggal I9 Juni 1999 

Saat dilangsungkan karwin istrni, Pe mohon hadir dengan siapa? 

Peuohon hadir deugan Pak Haryanto 

Mae k a w y a  berupa apa? 

Kitab Fiah Bukhori Muslim dan itab Nihayatuzzain 

epada istri pemohon (Term hon [ 

Apakah sebelumnya saudara tab bahrwa pemohon me mikah lagi ? 

Sebelurnrya saya tidak tah, karena beberapa hari pemohon jarang pulang 

kerumah, uaka saya tanyakan pada pemohon 

agamana jawaban pemo hon 

$0 



Pero hon telah melakukn mikah siri dengan orang Tuban 

Apakah saudara mengijinkan ? 

Saya sudah diijinka 

Perkara ini disidang.kan sebanyak tiga kali sapai dengan putusan 

dijatuhkan oleh Majlis Hakim Dalam persidangan perkara ini kurang 

berjala lancar, pemyataan disangkal oleh termohon I, yakni ketika 

Majeli Hakin eayakan rasalaht kemapuan istri me layani uami, 

enga le gas tr enjawab dia mash maunpu melayan suan 

Dalam pemeriksaan perkara ini, pemohon kurang mempersiapkan 

bukti-buketi yang seharusnya dipersiapkan secara mnatang. Diantaranya 

adalah Surat keberatan untuk dimadu, yang berisi tentang perjanjian 

antar a temo hon I da termohon II yang menyatakan bahrwa antara mereka 

tidak ada persengketaan, keduanya saling menyadari posisi masing­ 

masing Disamping itu termo hon I jga siap ntuk dimadu. Pemohon jug@ 

tidak membuat surat pernyataan berlaku adil. Dalarn masalah berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Tentang surat pemyataan 

penghasilan, dia juga tidak melamprkan berapa penghasilannya dalam 

satu bulan, hanya menyatakan sanggup mencukupi kebutuhan istri-istri 

dan anak-anaknya 

Setelah proses pemeriksaan selesai, pada akhimya perkara ini 

diputus oleh Majlis Hakim yang di Ketuai Drs. Faizin, SH dan dua Hakim 

Anggota, masing- masing adlaah Drs. Alwi Norcholis dan Shofwan, SH 

Sedangkan yang mendampingi sidang (Panitera Pengganti) , adalah 

sadara Ryanto, SH. Putusan akbir perkara ini adalah di tolak 



Mengenai pertimbangan-pertimbangan Hukum yang digunakcan 

Majlis Hakim dalam memutns perkara ini dapat dihihat dalam lampiran, 

me ngenai salinan putusannya Amar putusan perkara No.22/ Pt pf 

1999/A Bla, adalah sebagai berikaut 

MEN GADIL 

Menolak permohonan Pemohon 

2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang 

timbul dala perkara ini 

Dalam pemeriksaan perkara ini Majlis Hakim dihadapkan pada dua 

pokok permasalahan yang keduanya samna-sama penting 

a Posisi pemohon sangat lemah karena tidak bisa mengajukan bukti. 

bukti formil, yang bisa menguatkan posisinya agar permohonannya 

dikabulkan. Seperti ; Tidal adanya Surat pernyataan sanggup 

mencukupi kebutuban hidup istri-istri dan anak-anakonya, Surat yang 

menyatakan bahwa dirinya benar-benar hipersex, yang pada 

kenyataannya terohon I masih mampu memenuli kebutuban 

biologisnya 

b. Aatara pemohon dan termohon II (calon istri), sudah hidup bersane 

arena keduanya sudah nikah sirri sebelum permohonan ini diajukan 

c. Walaupun dengan sangat terpaksa, kenyataannya termohon I (istri 

pemohon) pada akhimnya menyatakan bahwa dirinya siap untuk 

dmadu 



Majlis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini, jika ditinjan dari sisi Hukum 

lslam, akan dihadapkan pada uda kemadlaratan yang sama-sama kuat 

Kaidah fiqih mengatakan 

' - � · ·  .  : t z ' 1 · @ •  ' ,  
e-'J Y' " -, < 1 '  ."  

Artinya: Bila kita dihadapkan kepada dua kemadlaratan, maka ambilah 
yang lebih ringan dari kemadlaratan itu 

Dengan derikian putusan Pengadilan Agama Blora No.22Pdt P 

PA.Bla tentang ijin poligami dengan alasan suami hipersex, kurang tepat 

jika ditinjau dari Huku Islam. Adapun argumen yang dijadikan sandara 

adalah sebagai berikut; 

a Antara pemohon dan termohon II, sudah saling mencintai, mereka 

takt berbuat zina jika tidak segera menikah, keduanya tidak ada 

halangan untuk menikah (bukan nasab, saudara sepersusuan dan hal­ 

heal lain yang menghalangi untuk nikah) bahkan keduanya sudah 

melangsungkan permikahan sinri. 

b. Secara implisit tenohon I sudah merelakan jika dia dimadu, walaupun 

dia menyangkal, masalah ketidakmampuan dirinya melayani suami 

• Jika dihihat dari latar belakcangnya, pemohon adalah orang yang kuat 

beribadah Pemohon juga telah menyatakan bahwa dirinya sanggup 

mecukpi kebutuban hidup sehari-hari istri-istri dan anak-anaknya 

serta akan berusaha berlaku adil. Disamping itu adil adalah merupakan 

sifat yang menjadi tantangan hamba Allah 

Sebagaimana Finan Allah dalam Surat An-Nisa. 129, yang berbunyi: 



jika ditinjau dari Hukm Isla Adapun arguen vane dijadikaan saundar a 

a Antara pemohon dan termohon II, sudah saling mencintai, mereka 

takut berbuat zina jika tidak segera menikah, keduanya tidak ala 

halangan untuk mnenkah (bukan nasab, saudara sepersusuan dan hal­ 

hl lain yang menghalang untuk tikah) bahkan keduanya sudah 

me langsungkan perikahan sirri. 

b Seera plat teno hon l sudahr merelakan pka da dadu, wal aup un 

dia menyangkal, masalah ketidakmampuan dirinya me layani suami. 

e. Jikea dilihat dani latar belakcan gnya, pemohon adalah orang yang kuat 

benibadah Pemohon juga telah menyatakan bahrwa dirinya sanggup 

mencukupi kebutuhan hidup sehari-bani istri-istri dan anak-anaknya 

erta akan berusaha berlak adi. Disamping itu adil adalah merupakan 

ifat yang menjadi tantangan hamba Allah 

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa. 129, yang berbunyi 
e + "  

;» 
( r t_ .  st))) 

Artinya Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara 
istri-istr imu, walaupun kau sangat ingin berbuat demikian, 
karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang 
kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung­ 
katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan 

me mihihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" 



t 

>;-,» 
(t sL») 

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlake adil diantara 
istri-istrimu, walapun kamu sangat ingin berbuat demikian, 
karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang 
kamu cintai), selingga kamu biarkan yang lain terkatung­ 
katung Dan jika kanu mengadakan perbaikcan dan 
memilihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 

Demikian sekilas tinjauan Hukur Islam mengenai perkara 

No.22/ PdL.P/ 1999/AB\a tentang ijin poligami dengan alasan suami 

hipersex 

Dalar pasal 40 PP No.9 tahun I97 tentang permohonan beristri 

lebih dari seorang, disini suami sebagai pemohon, sedang istrinya 

sebagai termohon dan produknya adalah berupa penetapan, akan tetapi 

baik pihak suami ataupun istri berhak untuk banding dan kasasi, 

sehingga pemohon disitu sama dengan enggugat dan Termohon sama 

densan tergugat' 

gkugan Peradilan Agaa (dala masalah perkawinan) walaupun 

para pihak disebut pemohon dan termohon (permohonan), tidaklah 

mutlak selau berarti perkara Voluntoir, sebagaimana teori Hukum Acara 

Perdata. Utuk emaheami apakah perkara itu mask dalas perkara 

tortensius atau voluntoir, hear us dihihat dari konteknya 

peparteren samarl, A uran den Terjerahannya, Jakarta, 1989,hal 143 

goihanA Rasyid Fulurn AeraPeradian Agar, Grfind Persad Jal eta, 1999,hal. 56 



Di dalam proses pemeriksaan perkara di Persidangan antara 

gugatan dan permohonan, pihaknya sama-sama diperiksa Antara 

perkara yang bersifat Contensius dan Voluntoir keduanya terdapat 

perbedaan yang anga jelas 

Voluntoir 

Tidakt ada lawan dan para pihak sudah sepakat 

lroduknya berupa penetapat 

totes1us 

Ada lawan dan adanya sengketa 

Produknya berupa putusan 

Oleh sebab itu Pengadilan Agaa Blora dalam meriksa perkara­ 

perkara ijin poligami de ngan alasan suant hipersex, melalui prosedur 

permohonan adalah kurang tepat. Karena para pihak belum sepakat, 

pert pemyalaan peohon (Fathrahan Bin Muntakip), me ngenai 

ketidakmampuan istri me layani suami, ternyata disangkal oleh 

termohon I (istri pemohon). Hal ini sering terjadi, oleh karena itu 

Mahkamah Agung RI dala buku petunjuknya menyatakan; 

Bahwa dalam hal permohonan ijin poligami tidak dapat dilakeukan 

secara voluntoir, akcan tetapi harus dala bentuk gugatan yang bersifat 

Contensius. Karena kadang-kadang tampak terdapat usaha 

penyelundupan hukum oleh pihak-pihak yang berperkara melalui 

perkataan Voluntoir, dengan melaksanakan Itsbat Nikah terhadap 

perkawinan keduanya, padahal pada dasamnya merupakcan perkara 

poligami 



Majlis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini 

melakukan mereka dengan adil, baik dani cara pemanggilan hingga 

mendudukan para pihak diruka persidangan Dalam memeriksanya 

Juga tidak bertele-tele, hal itu terlihat dari berita acara yang ada, akan 

tetapi tidak menghilangkan substansi pemeriksaan itu sendiri. Tindakcan 

Mailis Hakim ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat 

(I)UU.No. 7/ 1989 J0. Pas»al S ayat DU No.14/ 1970, yaitu: 

(I) Pengadilan mengadihi me nurut hokum dengan tidak membeda­ 

(2) Pengadian membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras­ 

kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 

tercapainya peradilan yang seder hana, cepat dan biaya ringan 

Majlis Hakim dalam setiap persidangan sudah selalu 

menawskan perdamainn, agar pemohon mengurungkan piatnya untuke 

berpoligami. Akan tetapi pihak pemohon tetap ngotot pada 

pennohonannya. Langkah yang dilakukan oleh Majlis Hakim dalam 

masalah in sudah sangat tepat, karena had ii sudah sesuai dengan 

ketentuan pasal l ayat (2) PP. No.9/ 1975 aitu, selama perkara belum 

diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilalakan pada setiap 

persidangan" 

Dalam ketentuan pasal 41 PP No.9/ 1975 dike mukakan bahwa, 

setelah ada permohonan dari pemohon, kemudian Pengadilan 

memeniksa mengen 

el Abdin Abu Bakr, Kurpul Perature Perundng-undngen di Indonesia, Al­ 
Hikaah, Jal.art12,hl IS9 



bahwa sebenarya istri masih mapu melayani kebutuhan biologis 

suami, artinya istri masih mamp, hanya suami yang merasa kurang 

puas dan tidak cukup jika dilayani satu orang istri. Jilea melihat 

enyataan ini maka suami tidak bisa dibenarkan, apalagi tidake 

ditunjang dengan bukti-bukti yang menguatkan bahrwa dirinya hipersex 

(keterangan Dokter) atau saksi ahli Dari sini jelas bahwa pemohonan 

pemohon tidak eenuli syarat altematif (perohoan Poligami) 

Dihihat dani syarat komulatif yang mesti dipenuhi oleh 

pemohon temyata tidak bisa dipenuhi Hal ini bisa diliheat dai tidal 

adanya keterangan yang mendukung bahrwa suami aka sanggup 

memenuli kebutuhen hidup istri dan aunak-anaknya Walaupun istri 

(termohon I) rela jika dia dimadu, hal ini dilalakan karena dala 

keadaan terpaksa, dikarenakan antara pemohon dan termohon LI (calon 

stri) suah melakukan pernikahan siri sebelum permohonan poligami 

diajukan 

Dari uraian diatas maka Majlis Hakim dalam amar putusannya 

menyatakan bahrwa ijin poligami dengan alasnn sami hiper 

donor Parara 22Pd1.P/1999/PA.Bla dinyatakan ditolak adalh 

sudahr tepat, karena hal ii sudah sesuai dengan Perdang-undagan 

yang ada 



BA IV 

PENUTUP 

Dari permsan masalah dalam Bab I sub B, setelah diteliti dan dibahas 

dalam bab III. Skripsi ini dengan judul "Hipersex sebagai Alasan Poligami 

menurut Hukum llam dan Hukum Positif", maka disimpulkan sebagai berikut 

A. Kesispulan 

Proses pengajuan dan proses pemeniksaan ijn poligami dengan alasan 

suami hipersex di pengadilan Agama Blora adalah bahwa alasan pohigami 

yang diajukan oleh Fathurahman bin Muntakip terungkap bahwa dia 

merasa tidak puas jika hanya dilayani oleh satu orang istri. Akan tetapi 

keterangan pemohon mengenai ketidakmampuan istri melayani suami 

dibantah oleh termohon I Adapun mengenai ijin yang diberikan termohon 

Adapun mengenai ijin yang diberikan termohon I kepada pemohon 

adalah merpakan tindakan yang tidak bisa dihindarkan, karena antara 

pemohon dan termohon II (calon istri) sudah nikahi siri dan sudah hidup 

bersama 

2. Pertirbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus 

perkara ijin poligami dengan alasan suami hipersex adalah menolale 

permohonan Fathrahman bin Muntakip dengan nomor perkara· » f  

PdtP/1999/4Bl% erupakcan keputusan yang tepat. Hal tersebut dilate 

belakangi dengon beber ~~4 erapa pertumbangan hukum. Diantaranya adalah ; 

Penohonan poligami yang diajukan oleh pemohor 

persyaratan, baik syarat alternatif maupun syarat komulatif 
tidak meme nuhi 



3. Ditinjan dari segi Hukum lslam, keputusan Majlis Hakim mengenai 

penolaknn ijin poligami tersebut masih kurang bijaksana, karena pemo hon 

sewaktu toe ngajukan perohonannya telah huidup layaknya suanti istrij 

dengan termohon II {nikah siri), keduanya tidak ala halangan untuke 

me mikah, termohon II mau jika dimadu, termohon I sudah memberi ijin 

epada peohon untuk berpoligami (walaupan sedikit terpaksa). Kurang 

ijaksananya Majlis Hakim tersebut tidak selaras dengan hadist Nabi yang 

arty.a " Aka diperintahkan untuk menghukumi sesuatu dengan melalui 

lahimnya, dan Allah menguasai atas rahas.ia-rahasia", serta kaidah 

fialiyah yang artinya. "Meninggalkan kerusakan harus didahulukan dart 

pada menarik kemaslahatan Sedangkan maenurut Hukum Poette 

tindakan Majlis Hakim sudah sangat tepat, karena dalam berpoligami 

seorang pemohon harus memenuhi syarat-syarat, bak sarat alternatif 

map komulatif 

B. Saur- saran 

Bagi para Hakim Pengadilan Agama Blora agar supaya lebih teliti dan jei 

dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sangat penting 

karena bisa jadi perkara yang tadinya masuk dala Volunteir menjadi 

Contensius. 

2 D i  samnping itu dalam proses pemeriksaan para hak dituntut lebih jeli, ha 

i dimakssdkan untnk meminimalsiri terjadinya penipuan alasan-alas.an 

pohsamt yang dak realistis. 



• Bagi pra pihrak sebelur mengajukan permohonannya ke Pengadilan, 

sebaknya hars memahami posisi dan kondisi masing-masing. Hal ini 

penting karena tindalan pemaksaan terhadap alasan-alas.an yang dibuat 

aka merugikan para pihak it sendiri 

4. Jika memang Majlis Hakim sudah memutus perkaranya dan ada pihak 

yang erasa dirugikan, sebaiknya tuntutan atas kekecewaanya dilakukea 

lewat jalur hukum. Karena dalam berperkara putusan Peradilan Tingleat 

pertama bukanlah keputusan yang final, kita masih bisa melakukan upaya­ 

paya hukum, seperti banding dan Kasasi 
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PUTUSAN 
Nomor 22Pt P/1999PA Bl 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET(HANAN YANG MAHA FSA 

Pengadilan Agama Blora yang mengadihi perk.ata perdata Agama izin 
oligami dalam ting#at pertama dalam persidangan Malis telah menjatuhk.an 
pottan scbaa herilat dalam perata 

Name S/(IP'TO_Sgt pen.cta let era.lam.at di Jal Guasdar Noor 
lora Tel 33037_tdeutan rat loss.a hrs tertarsal I Juli 1999 
erlanpitr_herinlak untuk da ata nama 

MUHA,MAD FA THUR ROHMAN bin MUNTAHI, umar 36 tahun, Agamna 
slam, pekerjaan swasta, bertemat tinggal di kKelurshu 
Karangiati Rt03/02,kKecamatan Kota Blore, Kabupaten Blot 
-·-·-··-·-·-·· P'.EMOHON ·--- -··-······-·····-··- 

M E L A  WAN 

NYAM] Alis NURUL JAMIL bi±ti SUMO SARMIN, ueur 34 than, Ag 
slam, pekerjaan swasts, bertempat tiggal di kKelurahan 
arangti Rt03/02,kecamatan Kot Blong K.abu paten Blong •• 
out[Rt4(4i6Nooe 

ens4tlu Ag t ees$eb o o .  

[elah tempelapan betks perks o o o .  
Telah mendemgat kcdua belah pthak berpe k ara o o o o o oo oo o ..  

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahw emohon berdsarka Pereohonya tertanggal I6 Ju4, 
999 terdattar di kepaniteraan Pengadian Agra Blora dengan Nomor 
22de P/1999p4Bl% engajuka ha-hal sebagai benikut .e.coo 

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pejabat Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Kot Blora, Kabupaten Blore pad tanggal 2 

Desember I983, sebagaimana apa yang tercantun di dalam buku kutipan alt 

mikah Norr 10/428/11/1983, dengan stats jakn da janda talak, wadi nikh 
yah serta mahar berupa tang Rp. 00(l ira rats rupiah ) tunai2. 

Bawa permikahan Penohon da Tenohon ats persetujuan bersama dan 
sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon brstatus jaka dan 
J e no.ho b r s t h us . h o  



2 

Bahuwa selama dalam permikahan Pero.hon da Tero.hon telah di lkrui, 

(empat) orang anal yang bermama SITT NIJRI NA[SA4H ur 4 aha_gr; 

FARID)A A 'IN1JR ROHMAN uur ? th SIT ALIM JON. 4ABIA% u 

tahun, MUHL ISL. HLIDA ZAKARIA ZULFIK AR rur f tahun-- 

4. Bahwa Perohon hendak merikaah lagi ( Poly gami ) dengan #orang perempuan 
berama NUR!'ATUN binti AHMAD KASRIN, urrur I9 ta.hun, Agama slam, 
pekrjaan tami, bertempat tinggal di Des Lojo Kidul Kecamatan Singgahan, 
Kabupaten Tuban_[ropinsi Jag Timur _ 

5. Bahwa antara Pemohon dengan NURIYATUN biti AHMAD KASRIN tidak ad 
hubumgan kcluarga(famihi ) atapun prtaha darah,roe. 

6. Bahwa oleh Pemohon dengan NURIYATUN binti AHMAD KASRIN sudsh 
saling einta mencintai dan takut dengan perzinan disebabl.a erohon tidal 

puas dan tidak eukup apabila hay.a di layai seorang istri saga, mala tad.a jl% 
Yang terbaik dani yang terburuk terkecuahi Pemohon mengajokan permohonan % 

L]fl_ 

7 Bahwa menurut ahli-ahli tafsit yang di antaranya AHMAD MUSTO£A 

menycbutkan dalam tafsirna Ju IV, halaman 181-182 tersbut bahwa jila 
corang suamt mcmputya nafsu sex bosar dan kuat tekanarya hiperex scbagai 

tab»at kemanusiaya suami yang memerlula beristni lebih dani sorang dapat di 
ahkan alasan uftuk melakukan ( l } ooo o  

8. Bahw mengacu dart firman allah tersirat dalam surat Ar-Nisa ayat 3 berbunyi: 

Yang artinya 

" Kawinilah olehu perempuan yang baik bagimu dua, tiga atau empat ";­ 

9. Bahwa Termohon ( NYAMI Alias NURUL JAMIL binti SUMO SARAMIN )t 

befkeea(tuft\u4few 

I0 Bahw emohon bersedia da sanggup untuk membernila afkah dale 
kehidupan schar-hari terhadap Termohon ( NYAM! alias NURUL JAMIL binti 
SUMOS4A&&MIN maupun calon istni dan a na l -a na. k ; -- - - .  

'  I.  Bahwa Permohon bersedia dan sanggup untuk beriak' adl terhadap Termohon 
(YAMI alias NURUL JAMIL biti SUMO SARMIN ) maupun calon istni % 

_ 

l2. Blwa berdasarka hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon dengan segala 
crendahanya hati sudilah kirgnya apeak Ketua Pengadilan Agama Blot 
berkenan memeriksa permohonan imi dan selanjutnya menetepkan sebaga 
berikut 



' 

PERIMER 

Mengabulk ermohone [enohow 

2 Membenkan ijin kepada Pemohon untuk melanguangkan permikahan lag 

dengan scorang perempuan yang bcrama ( NURIYATUN binti AHMAD 

KASRIN) ,·······-··--· -- -· -------·--·------------- 

3 Menetapkan biaya mnenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-­ 

SUBSIDER 

4oho putu$nan4shill 

Menimbamg, baw.a kemuduan di baca an permohonan terse but yang +in,a 

tetap dr pertahank.an oleh emohon go -------- 

Merrbang. bah atas permohonan da Peoho Terenohon telah 

membenka jawaban yang membantah bah Terrohon tidal mampu melayani 

Pemohon adaah tidak benar, aka tetapi Termhon tidal kberatan untuk di madu; 

Menimbang, bahwa atars jawaba Termohon terebut, Pero.hon mengak ur 

ebenaran ha-hal yang di lemakan oleh Termohon coo..... 

Menimbang, Bahwa Pemohon di persidangan telash mengajukan alat bulti 

surat yaitu Bukti surat Nikh N 10/248X41/1983 ( P ] J o o . . .  

Menimbamg, bahwa untuk ningkasnya keterangan Pemohon da Termohon 

untuk alat-alat buktr yang tercatum dalam benita acat merupakan bag+an yang tidal 

tu/pi.ahas\ put.in_ 

TENTANG HUK UMNYA 

Menimbang, bahwa perk.ars ini termasulk korpetensi Pengadan Ag.ama 

I.! lor� , ---··• ••• -- ••••••• ••••••••••••••-••---------·--·••· -•••--•· •·-·• 

Memimbang. bahwa ma#sud dan tuyuan penmohona Pesohon sebagaman.a 

erseburst$ 

Menmbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mnengharp di persiapkn 

dari pada sidang pertama Maj/is Hakim telah mnengharapkan perdamaian akan tetapr 

tidk beth.asil,katenya permeniks drlajut.a~ 

Menmbang, bahwa pertama-tama berdasark.an pengakua Termohon dan juga 

wbagaimana teryata dalam surat bukti kutipan akta milat Nomor 10/248X/1/198.3, 

amggal 2 Desember 1983, harus di myatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan 

Termohon telah ternikat dalam perkawinan yang sah 

Memimbang, bahwa ata permohonan tchah di bantah oleh Termohon dan 

telah di akui Perohon, atas bantahan tersebut berarti permohonan Permohon tidal 

memenhi syarat mcnrat ketentuan pasal 4 ayat 2 hurf (a) Undang-Undang Nomor 



1/1974 Ji pasal 4l huruf (a) Perturan pemenntah Nomor 4 17$ a pasal $7 

huruf (e)kompilasi Hukum I sl a m - o  

Menimbang, bahwa tentamg lemampuan Perohoin untuk menjain 
keperluankeperluan hidup isri-istri da al-anaknya tidal tercerrn dalam guest 
bukti maupun keterangan-keterangan sargsi mala berdasala perturbangan di at 

bahwa kemampuan Perohon tidak terbukti sebagairnana yang di tentuk.an menurut 
pasaSayat I Undang-Umdang Nomor l tabun I74 jis pasal 4l hurf(e )Peraturan. 
pemerintah Nomor tahun 175 da pasal S8 ayat (I) huruf (b) Korpilasi lulu 

t,lom ,-·····-·-···--·--··········-·--·--- ·----------·--- 
Menimbang, bahwa berdasark.an pad pertimnbanga-pertimbagan terse-but 

bahwa permohonan pemohon beak syarat alternatif mapun syart kumulatif tidak 
terpenuhi. Gleh karena itu petmohonan Peoho harus di yat.aka di tolg 

Menmbang, bahes Malis Hakim perlu mempertegask.an petunjual Allah 
$WI Alas surat ANisa'yat } yat 

Arinya Maka hika kamu tidal dapat berlaku adhl maka kawimiah sorang $aya ( 

ck49.au4if} 

Menimbang, bahwa perk tin Polygami termasuk dadamn periawinan oleh 
scbab itu biaya perkara di bebanka kepuada Pemohon da menunyukan pas 89gt 

(I)Undang-Undang Nomor T tahun I99, tentang pradian Agama,­ 

Mengngat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal 
' 

MENGADIL 

Meno/a gtgatn [enohot ooo 

2 Buya perkara sebesar Rp. 69.000, ( Enarn puluh sembilan nibu rupiah ) di 

bebankankepad lemohon 

Derrik ian diyatuhkan putusan imi pada hani Selasa tanggal I0 Agts 1999 M, 

bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 420 Holch kami Ors FA1ZIN, SM, sebga 

Ketua Maj/is sera Drs ALWI NORCHOLIS dan SHOFWAN, BA, sebgat Hakim 

anggota, putusan mana pada hart itu joga di ucapkan pada persidangan yang terbuka 

untuk oleh Majhis tersebut yang di hadini oleh RIYANTO, SH, scbagai Pantera 

pent(anti serta gihusk eeohon de lenee.hon 



PENGACARA & PENAS HAT HUKUM 

SlJCIPTO, SH. 

JI. Gunandar No 19 Telp. (0296) 33037 Blore 58217 

'" 

025/adm-PP/VII/99, 
SUR AT KUASA, 

PERMOHONAN IJIN POLYGAMI. 

lELA� OITl:RII.U �El'AIIHEO,AN I 
PENGADILAN A6AMA BG 

No. R8 /Pu.P+899PA. w+ 

ANAL+ 16--99 · 

Mt± ·-­ 

Ass alamu A' laikua wr,lb, 

Blora, 16 Juli 1999, 

K e p a d  a  
Yang terhormat Bapak Ketua 
Pengadilan Agana BlorA 
di 
D L O IR A 

Yang bertanda tang an dibawah int ; ---­ 

SUCIPTO SH, pengacara praktek, beralamat di l,Gunandar No, 
19 Blora Telp, 33037; berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter 
tanggal 15 Juli 1999, terlaapir, bertindak untuk dan atas 
4 . ­  

+  +  

MUHAMMAD F AT'KHUR RAHMAN bin MUNT AKI, umur 36 tahun, og ama 
Isla, p o l or ) a on  wusto, pondidikan ondok feuntron Au8yea 
fi'iyah Jakarta, bortompat tinggal di Kelurahan Kurangati 

RT.03 RW,02 Kocamutan Kotu Bloru Kabupaten plora; yang se= 
lanutnya mohon disebut sebagaf Pi0HoN; ---­ 

M  E L  A  W  A  N  

NYAMI alias NURUL JAMIL bAnti SUMO SARMIN, umur 34 tahun, a 
gama Islam, peker)aan swasta, pendidtkan SD, bertempat ting 
ul ui Koluruhan KurungJut1 er,0 w,0 Koontan Kot ne 
ra Kabupaten Blora; yang-selan±utnya-ohon-dfsebut--sebag a± 
]fl[fN e a  

TENT ANG DUDUK PEIK ARANY A 

Bahwa Pemohon telah menilah de ngan Termohon di hadapan 
Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamat an Kota Blora Kabupaten 

A' Elora pada tanggal 2 pesember 1983 sebagatmana apa yang ter 
Feantu didalaa Buku Kutipan Akta Nikah NomOr : 10/428/XII/' 

83, dengan status Jejalo an Janda tala, wali nikah ayah 
serta mahar borupu uang p 500,-( limo ratus rupiah )tuna1; 

p, . 
)- 
(» ' B a h w a  selaa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon te 

lah dikaruntat 4 (empat) orang anak yang mas ing-mast ng ber , 
a 

A. SITI NURI NAPIS AH 
2, SITI FARIDA A'INUR ROH!AH 
3. SITI PUADHOL IHABIBAI 
4. MUHLISUL HUD A ZAK ARI A 'ZULFIK AR 

uaur 14 tahun; 
uur 12 tahun; 
mur 9 tah un; 

um tr 6 tahun; 

• 

' Bulrwa Pemohon be rmuls ud henduk me nik uh lag± ( polyga­ 
m i )  dengan seorang perempuan bernana ; NURIYATUN binti AH 

MAD KASRIN, umur 19 tahun, agama Islam, peleraan tani, pen 
didikan SLTA, bertempat tinggal di pesa Lajokidul Kecamatan 



S U C I P T O ,  SH 
ungaca 4% fa 

singgahan Kabupaten uban Propinsi Jawa Timur; ----------­ 

Bahwa antara Peaohon dengan NURIYATUN binti KASRIN ti 
dak ad a hubung an keluarga ( famii ) atoupun portal±an da- 
1·all; - --- ---------- -- ----- ---------- · -------- -------------- 

Bahwa oleh karena Pemohon de ngan NURIYATUN binti AH­ 
MAD KASRIN sudah saling cinta meneintai dan takut dengan 
perzinaan disebabkan Pemohon tidal puas dan tidak cukup apa 
bila hanya dilayant seorang Astri saja, aka tiada alan 
yang torbutk duri yang terburuk terkoouali pomohon mongafu­ 
an permohonan 1Jin polygaml lni; - - - - - - - - - - - - - . .  

Bahwa menurut ah1-ah1 tafsir yang d±antaranya AM AD 
MUSTAFA me y ebutan dala tafsirannya Juz Iv halaman 181 
182 torsurat baha ; "jila soorang suami mompunyai nafsu 
sex besar dan kuat tekanannya / hypersex sebagal tabiat ke­ 
manuslaannya suami yang momerlukan beristri lebih dari see 
rang apat dijadikan alasan untuk melakukan polygami(1) 

Surat 
Bahwa me ngaeu dari Firman Allah yang tersirat didalam 
A4Niu' uyat 3 berbunyIt e e  

& v u » e- u. U  
Yang artinya ; 
K awinilah olehmu perempuan yang baik bagimu, dua, tiga, a 
tau empat", 

Bahwa Teraohon ( NYAMI alias NURUL JAMIL binti SUMO 
SAIMIN ) tidal berkeberatan untul dimodu; --------------­ 

Bahwa Pemohon berseuia dan sanggup untul memberikan 
nafkah dalam kehidupan sehari-hari terhadap Termohon (NY AMI 
alias NURUL JAMIL binti SUMO SAMIN) maupun ealon is tri dan 
auak- anak; ----- -------- -------------------------------- --- 

DAN POLYGAMI, 
orbit y Ke­ 

( 1 ) .  IUKM ISLAM TENT ANG KELU 
oleh ABDULLAII KELIB,SH, 
hon Agng tahun 1986, 

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk berlaku adil 
terhad ap Termohon (NYAMI alias NURUL JAMIL bint1 SUMO SAR ­ 
MIN) maupun calon istri dan anal-anal; ------------­ 

Bahwa berdas arkan hal-hal tersebut diatas, maka Peto 
hon mohon dongan sogala korondahan hati sudilah kiranya pa 
pal Ketua Pengadilan Agama Blora berkenan memeriksa permoho 
nan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ; ---. 

1, Mongabulk an pe rmohonan Pemohon, 
2, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungk an perni 

kahan lagi dengan seorang perempuan yang bernama NURIYA­ 
TUN binti AHMAD KASRIN. 

3. Menetapkan biaya menurut peraturan perund angan-undangan 
yang berlaku. 

' 
' 

' 
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